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THE ZAKAI'MANAGEMENT DEALING WITH THE AMIL'S RIGHT TO GET

SALARY IN BAZ OF PALAI\IGKA RAYA

ABSTRACT

The mai,, aim of the stutiy is to i 'estigatc of how much the fund of the zakat

manageineilt operational cost and the salary received by the amil and obstacle factors in

impleirenting ih" diririon of the frrnd of the zakat management operational cost and the

salar), for tG Amit (zakat workers) in BAZ (Board of Amil Zakat). Of Palangka Raya

City. The sociologically Islamic larv study applies descriptive qualitative approach. The

data are cotlectedthrough interview, observation and documentation techniques on the

eight subjects p':rposive sampling based. The data validation is done using triangulation

t.In iq"". ffr" aat" are anallzed using interpretation method through normative (nash)

and ushul fiqh perspectives with conducting reduction, display and conclusion steps.

The result of the study showed that the salary or the amil right of the zakat

management operational in BAZ of Palangka Raya was 12% obtained from the zakat

wealth and the fimd of the zakat management operational of the city govemment. The

zakat collector unit (UPZ) obtained 6% of the collected zakat and 6% of the the fund of
the zakat m.rnagement operational given by the city government. The obstacle factors in

dividing Oe ariit's righf were less of zakat fund and the collected infaq and shadaqah,

and the-lateness cf the ttre firnd of the zakat management operational given by the city

govemment.
Dealing with the work ethos of the zakat workers were still far from the expected

ones. Even, it-was surprising that some zakat workers, among the amil, borrowed much

money of the zakat foiprivate purposes. lfhis act belonged to bad behavior, although they

returned it. since, the zakat had to be distributed to the appropriate mustahik (one who

obtained zakat) objectively. On the vierv of mashlahat (benefits), the exislence of the

BAZ actually !o.t. -*y 
-benefits 

such :rs primarily (dharuriyat), exact (qath'i). public

service (kulliy, reasonabiy (ma'qul) and realistic and not contrary to the nash and ijmak

(Ulama agreement). All of them were the mission of BAZ to establish the prosperous

islamic so-ciety and avoid from the poverty.on the zari'at perspectives, the benefits of
this board weie called fath az-zzi'at that must be established. Meanwhile, the members

could not realize this aims and even misusing of the zakat fund for private purposes, the

BAZ cur be categorized as sadd az-zai'trt, and it was not necessary' to set up and even_ it

was prohibited tJcontinur>. Since, in its implementation, the board did not distribute the

zaki nrna to the appropriate mustahik, l,ut for personal purposes. This included as a liar

for Allah and the Prophet lurd belonged to munafiq people'



PENGELOLAAN ZAKAT DAN III]BUNGANNYA DENGAN HAK AMIL
MENDAPATi(AN GAJI DI BAZ KOTA PALA}IGKA RAYA

(Tinjauan terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 23)

Abstrak
Tujuan utama, .nelitian ini adalah untuk rteneliti seberapa besar bantuan

biaya operasirrnal pengelolaan zakat dan gaji yang <iiterima para amil zakat serta

fakor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan

biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji kepada para amil zakat di BAZ Kota
Palangka Raya. Penelitiarr sosiologis hukum Islam ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara,

observasi dan dokumentasi terhadap 8 subjek yang diperoleh melalui tekrik
purposive sampling. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik
triangulasi sumber dan penyidik. Data-data dianalisis menggunakan metode
interpretasi melalui p€rspeldif nas (normatif) dan perspektif zshzl fikih dengan

lan$ah reduction, display dan conclusion. Hasil dari penelitian adalah : gaji atau

bagian amil dalam mengelola zakat di Badan Amil Z*at (BAZ) Kota Palangka
Raya secara keseluruhan sebanyak l2Vo baik yang diperoleh melalui harta zakat
atau pun dari dana bantuan cperasional dari pemerintah Kota. Unit Pengumpul
Zakat (IJPZ) mendapat bagian sebesar 6 % dari jumlah harta zakat yang
dikumpulkan dan 60/o dari dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah

untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ). Faktor-faktor penghambat dalam
pembagian hak untuk amil adalah n,asih kurangnya dana Zakat lnfaq dan

Shadaqah (ZIS) yang terkumpul da.n lambatnya pencairan dana bantuan

operasional dari pemerintah. Terkait dengan etos kerja amil sebenamya masih
berada jauh dari yang diharapkan. Bahkan satu hal yang mengejutkan, di antara
amil itu ada yang meminjam uang zakat tersebut untuk kepentingan pribadi.
Tindakan ini termasuk tindakan tercela. walaupun mereka membayamya. Sebab,

seharusnya uang zakat itu sudah didistribusikan kepada para mustahik yang tepat,

benar dan objektif, namun masih tertah,rn akibat dari perbuatan peng'.rrus. Dalam
perspeldif mashlahu-, keberadaan Badan Amil Zakat sebenanrya mengandung

banyak kemaslahatan )'ang bersifat primer (dharfiriyyo), pasti (qathl),
mengayomi kepentingar umum (*a//i), dapat diterima akal sehat (ma'qul) dan
bukan yang bersifat khayalan serta tidak bertentangan dengan nas dan hasil ijmak.
Semua ini adalah misi hadirnya Badan .Amil Z*at adalah untuk mensejahterakan

masyarakat Islam dan mengentaskan kemiskinan. Dalam perspektif zari'at,
kemaslahatan yang dibawa badan ini disebut fatf; az-zari'd! yang wajib
ditegakkan. Namun apabila para pengLrus tidak dapat mewujudkan tujuan mulia
itu, terlebih menyalahgunakan harta zal at untuk kepentingan pribadi, maka Badan
Amil Zakat termasuk dalam kategori sadd az;mrr'al yang tidak perlu ada bahkan
haram dilanjutkan. Sekb, dalam imple mentasinya, bukan mendistribusikan harta

zakat kepada para musiahik, tetapi untuk kepentingan pribadi. Hal ini termasuk
pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul termasuk pula sebagai orang yang

munafik.
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" ... Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya (tidak

amanah), mako tunggulah saat (kehancuranryva). "
(H.R. Bukhari)
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BAB I
PENDAHT]LUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah i ndang-Undang

yang dirumuskan untuk kepentinga-n mengoptimalkan dan mengefektifkan

manajemen pengelolaan zakat umat Islam yang diberlakukan di seluruh

Indonesia.l Pentingnya manajemen pengelolaan zakat ini adalah agar

terciptanya keteraturan dan penuh tanggung jawab dalam mendistribusikan

harta zakat.

Manfaat dari semua ini adalah apabila manajemen tersebut dapat

dilaksanakan dengan bait<, maka diharapkan dapat meningkatkan

keprofesicnalan pengelola zakat dan di sisi lain dapat pula meningkatkan

kesadaran pwa muzakki untuk menunaikan kewajibannya mengeluarkan

harta zakat.2 Bahkan tidak hanya sampai di sitq namun harta zakat tersebut

pun juga dapat berpotensi menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat'3

Mewuj udkan harapan tersebut maka Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang pengelolaan zkat mengatur dan merumuskan peraturan

perlunya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang disebut sebagai

I Departemen Lgama N, Pola Pembina n Badan Amil Zakst, lakatrLai Direktorat

Jenderal Bimas Islam dari Pcnyelenggaraan Haji Dircktorat Pengemban6an Zaka! 2005' h'

3.
? Departemen Agama Rl, L)ndang-lJndang Republik lndonesic Nomor 38 Tahut

lggg tentqng Pengeloian Zqkat, Jakatl Direldorat Jerderal llimas Islam dar

Penvelensqaraan laii, 1999. h. 20- f-D"purr"-", A8ama Rl, Pedonan Pengelolaah Zakar, ' akatl'a: Dbektora

Pengembangan Zakat dan iakaf Ditjen Bimas Islam dan P€nyelenggar& n Haji, 2002' h l '

I



2

Badan Amil Zakat.4 Badan Amil Zakat sebagaimana dalam Keputusan

Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada Bab I Ketentuan Umum Prsal I ayat

( I ) menyebutkan bahwa :

(l) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang

dib€ntuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan

pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dart

mendayagunakan zat a:t sesuai iengan ketentuan agama. 5

Berdasarkan keputusax tersebut tersirat sebuah harapan bahwa Badan

Amil Zakat dapat mengatur dan mengayomi kepentingan-kepentingan

masyarakat muslim baik kepentingan para pihak mwakki (orang yang

berkewajiban untuk berzBkat) atau pun kepentingan para pihak mustahiq

(orang yang berhak menerima harta zakat). Adapun omng-orang yang

melaksanakan tugas tersebut baik melakukan pengumpulan, penyimpanan.

penjagaan dan penyaluran harta zakat6 kepada para mustahiq yang

sebenarnyaT disebut Amil. 8

Dalam melaksanakan tugasnyq para amil mesti melakukan sensus

atau mendata para muzakki, macam-macam zakat yang wajib dikeluarkannya

dan besamya harta yang wajib dizakati. Tugas yang tidak kalah pentingny4

para amil juga mesti mengetahui orang-orang yang berhak menerima

(muslahiq) harta zakat tersebut. Begitu juga terkait dengan berapa jumlah

' Departemen Agamr zu, Peraluran PerunfunS'Ll danSon Pengehiaan fuhat'
Jaka(a: Proy€k Peningkatan Zakat daa wakaf Direktorat Jenderal Bimas lslam dan

Penyelenggaraan Haji. 2003. h. 5

' lhid h 15
6 Departemen Agama RI, Peluniuk Pelaksanaan Pengunpulan Zalal, lakafial

Direktorat Jenderal Bin .s Islam dan Di,-ektorat Pemberdsyaan Zakat, 2007, h. 3l
?Didin Hefiduddin, DulMdh Ahual, lakafta: Cema lnsani Press, 2OOl,l\.224
8 

Departemen Agama Rl. Pe luniuk Pelal\anaan, h. 3 I



3

merekB? berap kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi

dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara

sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pelnbantunya.e

Setelah mengetahui keadaan pa:ra mwokki dan mustc!:iq, maka para

amil yang bertugas mesti seoara aktif mengambil dan mengaudit harta zakat

tersebut dari pua muzakki. Langkah selanjuhya menyimpan dan menjaga

hafi^ zakat itu serta diakhiri dengan pendistribusian harta zakat tersebut

kepada paru mustahiq.

Berkaitan dengan kewajiban amil untuk memungut atau mengambil

harta zakat kepada Wa muzak*i didasari dari firman Allah sebagai berikut :

U; :rui;'"1'r$e Fi \ €.h ip i;i;'rl'li o L
:o\)L.

L'.
,6
4J a (r,

Ambillah zakat dari sebagian harta merek4 dengan zakal itu kamu
membersih*an dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk
mereka. Sesungguhnya do'a kamu ilu meniadi ketenleraman jtwa
bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Diakui, tugas yang diemban para amil ini sangat berat. Oleh karena

itu sebagai penghargaan terhadap usaha yang telah mereka lakukan, para

amil yang bertugas di Badan Amil Zakat ini mendapatkan bantuan biaya

operasional dari pemerintah atas segala yang telah mereka laksanakan dalam

pengelolaan hafia zakat. Bantuan biaya operasional itu telah diatur dalam

e Yusuf al-Qardhawi , Hukun tukat: Srudi KomPcalif Men4emi Stdus dan
Filsdal Takat Berdasdrkan Qur'an dan l/adis, Terjemahan Salman Harun, i)idin
Hafidhuddin dan Hasandi, Bandung: PT- Pusaka Litera AntarNus4 2006, h. 547

ro 
Q.s, at-Taubah [9] . lo3

rl Departemen AgamaRl, Al-Qur'an dan Teriemahnya,lakafla : Nala Dana, 2006,

h.2'73

,
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Undang-Undang l.lomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 23

sebagai berikut :

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8, Pemerintah waj ib mernbantu bia-v-a

operasional Badan Amil Zakat. 12

Berhaknya para amil ini mendapatkan bantuan tersebut, karena

berdasarkan pertimbangan bahwa Badan Amil Zakat itu dib€ntuk oleh

pemerintah. Tentunya dalam hal ini, pemerintah juga mesti memperhatikan

kesejahteraan para arnil yang membantu pemerintah mengentaskan

kemiskinan. Terkait dengan pembentukan Badan Amil Z*at ini dalam pasal

6 ayat (l) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang p€ngololaan zakat

disebutkan sebagai berikut :

(l) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang

aiUentuk oleh Pemerintalr. 
I 3

Peraturan tersebut juga ditegaskan kembali melalui Keputusan

Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa

Badan Amil Z.akat (BAZ) adalah dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah yang

dimaksudkan di sini adalah pemerintah yang menguasai wilayah dimana

berkantomya Badan Amil Zakat ini. Untuk tingkat Kabupaten atau Kota atas

usul Departemen Agama Kabupaten atau Kota Badan Amil Zakat dibentuk

oleh Bupati atau Walikota. Berdasarkan pertimbangan demikian dan agar

kinerja para amil lebih maksimal. maka pemerintah pun berkewajiban

I 2 Depanemen A gam a Rl. U ndotS-U nda ng Re Publ i * l ndorvs io, h. 13
tt lhid.- h-6
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memberikan bantuan biaya operasional pada Badan Amil Zakat (BAZ)

tersebut.

Selain mendapatkan bantuan tersebut, para amil juga berhak

mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut. Hal ini dapat dilihat

sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

" "' * tlr;it u$;i5 ;'lli-,,'*it t;t
" sesungguhnya zakatzakat it4 hanyolah wtuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, penguras-pengutas zakat,. -."' "

Firman Allah di atas secara jelas menunjukkan bahwa amil

sebenamya berhak mendapatkan "bagian"l6 atas kerja keras yang mereka

lakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim

khususnya di Indonesia. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

menginterpretasikan bagian untuk amil tersebut dengan sebutan "upalq"l7

sementara yang lain ada yang mengatakan sebagai "gaji'" 18

Berarti para amil sepertinya mendapatkan penghasilan ganda' Salah

satunya dari bantuan biaya operasional yang diberikan pemerintah dan dari

gaji yang diterimanya dalam mengelola zakat. Namun sayangnya besamya

bantuan biaya operasional dan gaji yang diterima tidak dijelaskan dalam

Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut. Namun demikian, khususnya

pada besamya bagiaq upah atau gaji yang diberikan untuk amil di Badan

'1 Q.s. at-Taubah [9] : 60
rJ Departemen Agam a Rl, Al-Qur'an' h.264.

'o MA. Sahal Mahfu dh, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta; LKis, 1994, h' 15l
fTTeungku M. Hasbi Ash-Shiddie4y, Pedon on Zahat.Sr';matang: PT' Pustaka Rizki

Putra, 1987, h. 154 - 155- 
'El.am al-Mawardi, Hukum Tdla Negara don Kepeninplnan dalam Tqkoran

Islqrt,h.24l
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Amil Zakat yang bertugas sebagai pengelola harta zakat menurut Didin

Hafidhuddin sebesar l/8 atau 12,5yo dari jumlah dana zakat yang terkumpul.

Tetapi apabila sekedar kepanitiaan (lajruh) biasa yang biasa terjadi sekarang

(di Mesjid atau di lembaga pendidikan), mereka tidak berhak mengambil

penuh jatah atau bagian amil zakat (12,5%) tersebut, namun hanya sekedar

uang administrasi, transportasl, atau uang lelah yang jumlahnya hanya lo/o

atau 27o atau mungkin setengah dari bagian amil zakat.le

Jelasnya permasalahan yang ditemukan dalam peraturan atau hukum

positif Islam di atas, tidak adanya kejelasan atau tidak adanya pasal yang

menjelaskan seberapa besar (dalam jumlah persen) yang diterima oleh para

amil dari harta zakat yang dikelola mereka. Persoalan ini dapat dilihat

kembali baik pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zaka! Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat atau dalam teknis pengelolaan zakat itu sendiri.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya khususnya orang-

orang yang telah ditunjuk menjadi amil dalam badan ini juga termasuk

dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat tersebut. Badan ini juga bertugas memungut zakat dengan

cara melakukan sensus dan mengidentifikasikan orang-orang yang wajib

mengeluarkan harla zakal (muzakki), macam-macam zakat ysng diwajibkan

padanya dan sekaligus melakukan penghitungan seberapa besarnya harta

'' Didin Hafiduddin, Panduan Zqkal bersdma Dr. KH. Didin Hartduddin, Jakafl2.].

Republika, 2003, h. 140- 142.
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yang wajib dizakati. Selain itu, petugas pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota

Palangka Raya juga memiliki kewajiban untuk membagi-bagikan harta zakat

yang telah dikumpulkan dengan cara melakukan sensus dan

mengidentifikasikan orang-orang yang berhak menerimanya tnustahiq).

Satu hal yang menjadi fokus di sini, petugas-petugas amil dalam

Badan Amil Zakat (BAZI Kota Palangka Raya sebagaimana telah diatur

dalam pasal 23 tru RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berhak

mendapatkan bantuan biaya operasiorral pengelolaan zakat. Selain itu

mereka juga berhak pula mendapatkan bagian, insentif atau bahkan gaji

sebagai penghargaan atas jerih payah mereka mengelola harta zakat tersebut.

Permasalahan yang diternukan selama mengadakan observasi awal

sehingga menjadi alasan tertariknya penulis untuk meneliti persoalan ini

adalah sanra seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa tidak diketahuinya

berapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji atau upah

yang diterima para amil dalam mengelola harla zakat di BAZ tersebut.

Permasalahan ini juga timbul karena dalam UU RI No. 38 Tahun 1999

tentang Pengelotaan Zakat tidak diatur besar gaji yang diterima para amil itu.

Berdasarkan hal ini, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti setidaknya

untuk mengidentifikasi seberapa besar (persen) yang diterima para amil,

karena menurut informasi awal yang diperoleh, para amil tersebut

sebenamya mendapatkan gaji dari harta zakat yang mereka kelola.

Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan bantuan biaya

operasional pengelolaan zakat dad pemerintah. Diakui dalarn hal ini belum
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ditemukan permasalahan karena sulitnya menempuh jalur birokrasi dan

prosedur yang ditentukan oleh BAZ Kota Palangka Raya. Namun demikian

hal inijuga tetap menarik untuk diteliti setidaknya untuk mengetahui efektif

atau tidaknya penerapan pembagian bantuan biaya operasional p"ngelolaan

zakat dan seberapa besar bantuan tersebut sampai kepada para amil.

Beranjak dari motivasi-motivasi itu penulis ingin mengkaj i

persoalan-persoalan ters€but dalam bentuk penelitian dengan judul

''PENGELOLAAN ZNKA"I DAN HUBIJNGANNYA DENGAN HAK

AMIL MEIIDAPATKAN GAJI DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA

(finjauan terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 23)."

B. PenelitienTerdahulu

Melalui beberapa penelusuran yang telah dilakukan terhadap

beberapa referensi ilmiah di Perpustakaan STAIN Palangka Raya, ada

beberapa penelitian yang memfokuskan pada penelitian hukum zakat.

Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

l. Siti Maisyaroh NIM 0012110164 telah meneliti hukum zakat yang

difokuskan pada persoalan zakat perdagangan. Judul penelitiannya

adalah " Pelaksan aan Takat Perdagangan (Studi terhadap l0 Pengusaha

Kayu Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan);

2. Wiwi Hartati NIM 0002110135 telah meneliti persoalan zakat dengan

judul "Pengelolaan Zaka\ Infaq dan Shadaqah pada BAZIS

Kotawaringin Timun

\
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3. Ilyas Rama.dhan NIM 0002110136 telah meneliti hukum zakat yang

difokuskan pada pemoalan zakat sewa rumah. .ludul penelitiannya

adalah "Pelaksanaan Zakat Sewa Rumah di Kelurahan Pahandut

Palangka Raya";

4. Imron Hamzah NIM 980120043 telah meneliti hukum zakat yang

difokuskan pada persoalan pengelolaan harta zakat. Judul penelitiannya

adalah "Analisis terhadap Pengelola^n Z,akat (Studi Kasus pada Badan

Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukantara);

5. Wiryawan Arif NIM 0102110170 telah meneliti hukum zakat yang

difokuskan pada persoalan golongan penerima zakat. Judul

penelitiannya adalah "Golongan Penerima Zakat (Studi Analisis

terhadap Pandangan YusufQaradhawi dalam Fikih Zakat);

6. H. Dahmian NIM 0002t l0l 19 telah meneliti hukum zakat yang

difokuskan pada persoalan zakat padi. Judul penelitiannya adalah

"Pelaksanaan Zakat Padi di Desa Anjir Serapat Kecamatan Kapuas

Timur Kabupaten Kapuas";

7. Canti NIM 0002110121 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan

pada persoalan keengganan b€rzakat. Judul penelitiannya adalah

"Keengganan Penambang Emas dalam Mengeluarkan Zakat Emas di

Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan";

8. M. Helmi NIM 0102110155 telah meneliti hukum akat yang

difokuskan pada persoalan identifikasi muzakki. Judul penelitiannya
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adalah "Identifikasi Muzakki di RW XXV Kelurahan Palangka

kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya";

9. Fathurrahman NIM 0202110179 telah meneliti hukum zakat yang

difokuskan pada persoalan distribusi zakat. Judul penelitiannya adalah

"Konsep Distribusi Zakat Harta Menurut Imam Syaf i";

10. Hendra NIM 0102110152 telah meneliti hukum zakat yang difokuskan

pada problem dalam zakat perkebunan. Judul penelitiannya adalah

"Problematika Pelaksanaan Zakat Perkebunan di Desa Tumbang nusa

Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau."

I l. Ahmad Yadi Riad Yahya NIM 00021 l0l l4 telah meneliti hukum zakat

dengan judul "Perbandingan Putusan Majelis Tarjri Muhammadiyah

dan Dewan l#sDaft PERSIS tentang Zakat Profesi."

Berdasarkan hasil penelusuran yang dikemukakan di atas, sepertinya

dalam sepanjang pengeahuan penulis khususnya di STAIN Palangka Raya

belum ada yang meneliti sebagaimana dalam penelitian ini. Begitu juga di

luar STAIN Palangka Raya, penulis telah berupaya mencari dan menelusuri

referensi-referensi baik melalui katalog-katalog dalam kepustakaan o/ /ine

atau pun kepustakaan online, tampaknya sampai saat ini kajian serupa

sebagaimana dalam tulisan ini belum ditemukan. Beranjak dari hal tersebut,

penulis pun ingin memfokuskan penelitian ini sesuai dengan judul yang telah

disebutkan dan dengan rumusan masalah yang akan diuraikan pada bahasan

berikutnya.
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C. Identifikasil\1lasalah

Berdasarkan gambaran-gambaran yang melatarbelakangi penelitian

ini, maka dalam sub ini ada beberapa hal yang menjadi masalah yang dimuat

dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

l Siapa yang berhak menjadi petugas dalam Badan Amil Zakat (BAZ);

2. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ);

3. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam

mengelola harta zakat;

4. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang N Nomor : 38

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;

5. Bagaimana Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat mengatur tentang bantuan biaya operasional dan gaji

pengelolaan zakat kepada para amil sebagai pengelola zakat;

6. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaj i pengelolaan zakat

yang diterima oleh para amil;

7. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasiona[ dan gaji

pengelolaan zakat kepada para ami[;

8. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan

pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat

kepada para amil;
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka dalam sub

ini ada 2 (dua) fokus bahasan yang dikaji dalarn penelitian ini, yaitu :

l. Seberapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaj i

yang diterima oleh para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya;

2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan

pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji

kepada para amil z kat di BAZ Kota Palangka Raya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus bahasan dalam rumusan masalah di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk :

l. Mengetahui besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji

yang diterima oleh para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya;

2. Mengetahui faktor-faktor yarrg menjadi penghambat dalam penerapan

pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji

kepada para amil zakat di BAZ Kota Palangka Raya.

F, Kegunaen Penelitian

Hasil penclitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

L sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu fiqi?; khususnya di

bidang zakat;

2. Masukan dan informasi dalam meningkatkan serta mengembangkan

khazanah keilmuan di STAIN Palangka Raya;



J

l3

Salah satu bahan ruiukan bagi peneliti selanjutnya yang memperdalam

substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang

yang berbeda.





BAB tI
AMIL ZAKAT DAN KETENTUANNYA

DALAMHUKUM ZAKA:T

A. Peagertian Amil Zaklt

Kata Amil berasal dari kata 
- X.i, - A* ymg biasa diterjemahkan

dengan "yang berbuat, melakukan, pelayan".2o Amil juga bisa diartikan

sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat 2l juru

tutisnya, dan yang membagi-bagikannya." Muhammad Ja'far memberi

pengertian yang lebih singkat lagi bahwa amil adalah orang-orang yang

ditugaskan uniuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakaq dan

membagikannya kepada oraog-orang yang berhak.23

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat

adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zkat, mulai dari

para petugas pengumpul hatta z*at sampai kepada bendahara dan para

penjaganya. Begitujuga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang

mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiqnya.2a

Disebutkan pula dalam Ensiklopedi lslam, yang dimaksud dengan amil

adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan shadaqah dengan

cara mengumpulkan, mencata! dan menyalurkan atau membagikannya

'%hmaa W"rson Munawwir, Al-Munowvil. artikgl "amila", Yogyakarta: Pustaka
Progressif, tth, h. 6l 5.

2rMuhammad Nasib ar-Nfa'1, Rit{lkasan TqJsir lbnu Katsir, lakzrta: Gema Insani
Press, 1999, Jilid 2, h. 622.

22lmam Jalaluddin al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Teje,nah Tdsir
Jalalain beri*ut Asboobun Nu:ul, Bandtng: Sinar Baru, 1990, h. 786.

2rMuhammad !a'far, Tunlunan lbadah Zakat, Puaa dan Hdji. lakarlai Kalam
Muli4 2003, h. 71.

2'Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zaktt: $uA Kompardtif Mengenai Slatus dan
Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an don Hadis,h.545.

14
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kepada mereka yang berhak mencrimanya menuut ketenhran ajaran Islam.25

Salyid Sabiq dalam Fiqih Sunruh, mendefinisikan bahwa amil adalah orang-

orang yang ditugaskan oleh Imam, Kepala Pemerintahan atau wakilnya

untuk mengumpulkan zakag menjadi petugas pemungutan harta zaka\

termasuk penyimpaq penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus

administrasinya.26

Sejalan dengan definisi diatas, Muhammad Rasyid Ridha

menafsirkan Surat At-Taubah [9] ayat 60 dalam Tofsir Al-Manar bah:wa

yang dimaksud dengan amil adalah mereka yang ditugaskan oleh Imam atau

Pemerintah atau yang mewakilimy4 untuk melaksanakan pengumpulan

zakat mercka dinamakan al-Jubat, menyimpan atau memelihara hara zakat

tersebut dinamakan al-Khazanah (bendaharawan), termasuk pula para

penggembal4 petugas administrasi. Petugas-petugas dalam sistem ini mesti

terdiri dari orang-orang Muslim.27

Begitu juga Ahmad Azhar Basyir. Ia mengemukakan bahwa yang

dimaksud dengan amil zakat adalah :

I . Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
2. Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
3. Orang yang menyimpan harta zakat.
4. Orang yang -- membagikan kepada orang yang berhak

menerimanya. 28

2rM. quraish Shihab (ed), EnsiHopedi tston, Jakarts: PT. lchtiar Baru van Hoeve,
Jitid t, h. 134.

'6sayyid Sabiq, Fiqi h Sunnoh, Bandung: PT. At-Ma'aril 19E5, Jilid 3, h. 91.
"Muhammad Rasyid Ridha, Tafsi Al-Manor, Mesir: Percetakan Al-Manar, 1368

H, Jitid 10, h.513.
2'Ahmad Azhar Ba-syir, Hukum Zakat, Yo4yLkarta: Majelis Pustaka Pimpinar

Puset Muhammadiysh, 1997. h. 7 6.
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M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa

amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat,

mencari dan meneupkan siapa yang berhak menerima lalu membagikannya.

Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap

zakat, baik mengumpulkaq menentukan siapa yang berhak, mencari mereka

yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.2e

I*bih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata t{+!;

('alaiha) dalarn kalimat tacb &l&llJ (wal 'amilina alaiha) menberi kesan

bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan bersungguh-

sungguh sehingga mengakibatkan keletihan. lni karena kata sP ('ala)

mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan

ran 3kaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan

bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal.

Peflama, karena upaya yang mereka lakukan adalah berat, dan kedua karena

upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.3o

Jelasnya, amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab

melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, mulai dari

mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, menyimpan dan

me'nelihara serta mendistribusikan zakat.

2eM. 
Quraish Shihab, Tafsir tll-Misbah: Pesat Kesan dan Keserasian AI-Qur'an,

Jakr rta: Lentera Hati,2ffi4,h.629-
3o tbid.h.63t.
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B. Dasar Hukum Amil Zskst

1. dquran

3l '^a+
Sesungguhnva zakn-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
omng-orang miskin, pengunti-Wngurus zakat, para muallaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakon) budak, orang-orang yang
berhutong, untuk jalon Allah, dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai sesuatu lretetapan yang diwajibkan Allah; dan
Atiah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.32

Satu hal yang menjadi penegasan disini adalah "al-'dmilina 'alaihd"

atau para petugas yang diangkat oleh orang yang berwenang untuk

memungut z*at atau pengurus lembaga dan organisasi pengumpul zakat.33

Ayat tersebut dijadikan dalil untuk menegaskan keberadaan amil zakat

adalah sebagai hal yang mutlak. Firman Allah selanjumya yaitu :

J'& ;3': &:iit W'd+it,6;3ii,1;,1i..,t'^zti s'1
.--z-- z. .b

i1j, i,i5 ji 3j'".;,q 4"ti,y:i $i,,,- __ts wiii q,i)i

.t- ,k3ro...'.
i'e4e$!*3) #'e)ilj'"-

" t)L
,)'rt,t

i,41j

"tJ>

p
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zalat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk
mereko. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteranan jiv'a
b ryi mereka Dan Attah Mendengar lagi Maho Mengetahui.rt

3'Q.s. 
at-Taubah [9] ;60.

r:Departemen Agama P.l, A!-Qwbn, h. 264-
3:Teungku M. Hasbi Ash-shiddiqy, Talsir Al-Qur'anul Mqiid AwNur, Semarang:

P'I . Pusta! a Rizki Putra" 2000, Jilid 2, h- 1686.

' Q.S. al-Tauboh [9] : 103.
I Departemen Agama Rl, Al-Qu'an,h.273-
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Selanjutnya yang menjadi subjek dalam ayat Alquran di atas

khususnya pada redaksi " Khudz min amwdlihim" yaitu firman Allah dengan

bentuk amar/instruksi: "Pungutlah zakat dart harta kekayaan mereka".

Makna amar di sini paria prinsipnya mengandung pengenrtian wujub yaitt

kewajiban. Karena zakat itu harus dipungut oleh amil, maka amil

zakaVpetugas pemungut zakat harus a.la dulq harus diadakan dan dibentuk

oleh yang berwenang yaitu pemeri ntah (umar@.36

b, Hadis

t : ., a t';4 \r\;l U:.');t..1iat ,-,t'- 4, ,\ rri:t n';, fb I f,J)

r. t .1 t- 3 i

ir $,n l, Ja, j.! nr)t xty 3r

G!,

'i,v Jl iiiir : .1w ;:)t J) &

if ,i ot)*};'# g;t, s nr;i;;:uu c.lr,,i riui,i:u i$'.

ir: t*;t,r n:;t ,f.tb WAPt :,61 il ii:E\! lr)1[rur

-'t ' l'

".iYp *',irt
Dari lbnu Abbas ra. bahya Nabi Saw. mengutw lvtu'adz ra. ke

Yaman- Pesan beliau kepada Mu'adz: "Serulah mereka untuk

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan
Allah. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada

merektt bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu

setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka
beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat l<epada

'1AUad s-i Soirr., Z-akat Kita,Kerdal: PiDpinan paerah Muhammadiyah Kendal,
r978, h. 82.

"tladis ini diriwayatkao oleh Bukhari dari Abu Ashim ad-Dhahah bin Mukhalid
dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abd Allah bin Shaif dari Abi Ma'bud dari lbnu
Abbas 18. Lihal {bi 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih Buhlpri, Beirut"
Dar al-Kitab al-l Jami, uh., Jilid l, h. 242.
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mereka yahg dipungut dari mereka yang koye uruuk dibagikan
kepada mereka yang miskin". (HR. Bukhari)38

Iladis di atas merupakan perintah Nabi Muhammad SAW kepada

M' adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk mengambil zakat darii

orang-orang kaya dan akan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara

mereka.3e Adapun yang dijadikan dalil dari hadis tersebut adalah kalimat

"tu'khaz_u min aghniydihim" dan 'fa turaddu 'ald fuqardihim". Walaupun

bentuk kalimatnya merupakan kalam khabar (kalimat berita biasa), dan juga

mabnl majhul, tetapi maknanya sangat jelas menandakan bahwa zakat itu

harus dipungut. Setelah mengadakan pen:ungutan harta zakat tersebut harus

dibagikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka.o

C. Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat

Agar tercapai suatu bentuk pengelolaan zakat yang profesional dan

efektif maka diperlukan beberapa syarat bagi orang yang ingin menjadi

pengelola atau bertindak sebagai amil. Para ulama berbeda pendapat

menyangkut perincian syarat-syarat yang harus Cipenuhi oleh seseorang

yang diangkat sebagai amil zakat. Seperti yang dikemukakan Amien Rais

bahwa syarat menjadi amil hanya 2 (dua), yaitu: amil harus terdiri dari

orang-orang yang memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik dan memiliki

33lman az-Zahidi, Ringkasan Hadis Sahih Bukhari, Terjemahan Achmad Zaidun,
Jakarta: PustakaAma . 2002,h. 32'1.

teMasjfik Zul.di, Masait Fiqhiyah: Kapita Setel<ta Hukun Islan, lakana: PT. Toko
Gnn'rng Agung, 1997, ,t 258

*Abdul Bari : oim, Zakat Kita.h.82.
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kejujuran. Dua syarat ini mutlak, agar amil benar-benar mornenuhi tanggung

jawabnya.al

l I. Quraish Shihab rnenyatakan syarat-syarat tersebut sebagai

berikut:

l. Muslirn. lmam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan

alasan bahwa kata al-'amillna 'alaihi bersifat umum, sehingga
mencakup Muslirn <ian Kafir.

2. Akil baligh dan terpercaya.
3. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat.
4. Mamlpu melaksanakan tugas-tugas yang dibebanlian kepadanya. a2

Sedangkan Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa hendaknya amil

tersebut harus memenuhi beberapa syaraq yait'-: :

l. Hendaklah dia seorang Muslim, kalena zakat itu urusan kaum

muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka

kecuali tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan

pembagian zakat se:rcrti penjaga gudang dan sopir.
2. Hendaklah xorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan

pikirannya.
3. Hendaklah orang .vang jujur karena ia diberi amanat harta kaum

muslimin.
4. Memahami hukum-hukum zakat sebab bila ia tidak mengetahui hukum,

tidak akan mampu melaksanakan pekerjaannya dan akan lebih banyak

berbuat kesalahan.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.

6. Dislraratkanlaki-laki.
7. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang

hamba. 
al

Agak berbeda dengan yang lain MA. Sahal Mahfudh merumuskan

syarat-syarat menjadi am il adalah sebagai berikut :

arll. Amien Rais, Cakrqwala Islam antarq Cita dan Fqkla, Bandung: Mizan, 1994,

h.62-63.
1211. 

Qursish Shihab Menbuni*an Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran l{alryu Dalan
Kehidupan Mosyarular. Band rng: Mizan, 2004, h. 6243.

al 
'usuf al-Qardhawi Huhlm Zakat, h.551-555.
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l. Tenaga yang teranpil.
2. Mengueai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakal seperti

soal mwakki, nishib, haul, dan mustahiq z*at.
3. Penuh dedikasi.

1. J.uJur. ,,). Amana!

Sedangkan Didin Hafidhuddin mensyaratkan bahwa amil zakat itu

harus terdiri dari orang-orang lzng amanah, jujur, memahami hukum zakat

dengan baik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, juga harus

diusahakan // time dan melaksanakan tugasnya tidak dengan sambilan dan

asal-asalan. Mengingat tugas amil itu bukan pasif dan diam menunggu

datangnya muzakki, tetapi harus allif melaknkan sosialisasi zakat,

mengambil zakat. mengadministrasikannya dengan bailq lalu

membagikannya dengan tepat sasaran sejalan dengan firman Allah pada

Surat at-Taubah [9]: 60 di atas, maka syarat-syarat di atas mesti dimiliki

setiap amil.a5

Tugas dan Kewajiban Amil ?-akat

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategoriktn menjadi dua

kelompok besar, yaitu : para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul

bertugas mengamati dan menetapkan paru muzakki, menetapkan jenis-jenis

harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah harta yang harus mereka

keluarkan. Kemudian mengr mbil dan menyimpannya untuk diserahkan

*MA. 
Suhul Mahfudh, Ngcara Fiqih Sosiql,h.l5t - 152.

t'Didin 
'laliduddiru Pdndt an Ztlel bersamq Dr. K.H. Didin Hati&rddin, lakaiai

Rcpublika, 2003, h. t4'l - 148.
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kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan

ltu. -

Para pengurTpul ini sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-

hukum zrkat, misalnya hal-hal yang berkeilan dengan jenis harta" kadar

nishab, haul, dan sebagainya. Para pembagi bertugas mengamati dan

menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja

yang berhak mendapatkan zaka! perkiraan kebutuhan merek4 kemudian

membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan

mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka

masing-masing. 4,-

Tugas amil juga bisa dikelompokkan dalam 9 (sembilan) bagian,

yaitu

l. SA'r; yakni orang yarrg disuruh sultan atau ndrbnya untuk
mengambil zakat. Orang yang bertugas sebagai sd'i ini harus

orang yang alim, Islam, mukallaJ,, merdeka, laki-laki, adil,
mendengar dan melihat.

2. KAfib, yakni orang yang mencatat harta zakat.
3. Qasin, yakni orang yang membagi zakat.
4. Hdsyir, yakni orang yang mengumpulkan semua orang yang

wajib zakat.
5, 'Arif, yakni orang yang mengetahui nama-nama orang yang

berhak menerima zakat.
6. IldsiD, yakni orang yang menghitung 7akat.
7. Hafizh, yakni orang yang menjaga harta zakat.

8. Jundi, yakni orang yang mempertahankan harla 7akat.
9. Jabir, y.*ni o.atrg yanl memaksa untuk mengeluarkan zakat. a8

6M. 
Quraish Shihab, Menbumikan Al-Qur'an,h. 32-329.

n1 t bid. h. 329. !-ihal pula dalam Y usuf al-Qaradhawi, llat un za*at, h. 546.

'sMuslich Shatir, Pemikiran Syet h Muhanmad Arsyad al-Baniari En ang Z-akat

Suntingan Teks dan Anolisis lnlerlekstual. akarlz;Nuansa Aulia" 2005, h' 80'81.



23

Selain itq amil zakat juga berkewajiban untuk mendoakan orang

yang menunaikan zakatnya saat ia memberikan zakat tersebut kepadanya.

Doa tersebut juga dapa berfungsi untuk mernotivasi orang tersebut agar

bersegera menunaikan zakatnya. Hal lain juga untr^rk menjalankan perintah

Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah berikut ini :

* * A $i"l "& 6t;'"1'#,{-i'
...dan mendo'alah untuk merela Sesungguhnya do'a kannu itu
menjadi lrelenleraman jtwa bagi mereka. Dan Allah Mendengor lagi
Maha Mengetahui.fi

Berkaitan dengan pengertian firman Allah SWT yang artinyq "Dan

mendo'alah untuk mereka", dipahami secara berbeda oleh para ulama yang

selanjumya dapat dikelompokkan pada dua pendapat yaitl : Pertama,

mohonkanlah ampunan bagi mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a.

Kedua., berdo'alah unhrk kebaikan mereka. Ini adalah pendapat jumhur

ulama. Sedangkan tentang firman Allah SWT, "Sesungguhnya do'a kamu itu

menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka", ada empat penakwilan : Perlama,

sebagai metode mendekatkan mereka liepada Allah SWT. Pendapat ini

dikemukakan oleh ILnu Abbas r.a. Kedua, sebagai rahmat bagi mereka. Ini

adalah pendapat Thalhah. Ketiga, x,bagai penguat keimanan mereka. Ini

adalah pendapat lbnu Qutaibah. Keemp,.t, sebagai pemberi rasa keamanan

bagi mereka.sl

ae 
Q.s. ar-Taubah [9] l03.

toDepartemen Agam" P.l, A l-Qur'ar, h-l' 1 3.
rllmam al-Mawardi, Hukum Tata Netdru dan Kepemimpinan dalam Takoron

Islorz, Terjemah Abdul Haryi: al-Khattani dan Gmaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani
Press. 2000, h. 236.
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Selain berkewajiban mendo'akan muzakii, amil juga berkewajiban

untuk memberikan penluluharr atau sosialisasi tentang zakat dalam berbagai

aspeknya kepada masyarakat, r:ncatat dan mengadministrasikan harta z*at

itu pada kolom yan; sesuai dengan apa yang diikarkan ,nuzakki kepadarrya,

misalnya kolom zakat untuk harta zakat dan kolom sedekah untuk harta

sedekah.52

E, Fungsi Amil Zakat

F'ungsi amil zakat adalah ikut memberantas kemiskinan dan

kefakiran. Namun dengan situasi kehidupan umat yang semakin sulit dan

rumit serta cita-cita yang berkembang, maka fungsi amil zakat perlu

dikembangkan lagi menjadi suatu Badan Manajemen Zakat yaitu suatu

bentuk organisasi, sistem manajemen, dan mekanisme kerja yang menjamin

pengumpulan zakat dari yang berkewajiban membayarkBn dan menjamin

pula pembagian atau penyebarannya. Hal ini adalah untuk tercapainya tujuan

yang lebih maju yaitu ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran dengan

mengembangkan usaha-usaha produktit sehir'gga secara berkelanjutan ii.ut

meningkatkan kualitas kehidupan umat yang miskin dan fakir itu.

Ahmad Rohq dalam bukunya Fiqih Konekstual mengatakan bahwa

fungsi amil zakat adalah sebagri :

l. Sebagai mediator antta muzak*r dan mustahiq. Agama Islam
mongajarkan agar pemeluknya nlerasa malu untuk meminta-
minta, sebagaimarLa ungkapan bijak "al-yad al-'ulyd khair min
al-yad as-sufld" artinya "tangan diatas (memberi) lebih baik
dari pada tangan di bawah (memirLta)".

t'Didin Hafiduddin. Pandu n Zakar,h- l4o . 42
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Sebagai lembaga kontrol dan sekaligus mengingatkan para
aghniyd' agar tidak melupakan kewajibannya menunaikan
zzkat,53

F. Hak Amil Zakat Mendapatkan Bantuan Biaya Operasiooal datr Gaji
dalam Mengelola Harta Zakat

Hlk Amil Mendapatkan Bentuau Biaya Operasional Pengelolaan
Z,p,kc;t

Para amil yang bertugas di Badan Amil Zakat ini berhak

mendapatkan bantuan biaya operasional sebagai penghargaan terhadap

pengelolaan harta zakat yang telah dilaksanakan mereka. Bantuan biaya

operasional itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat pasal23 sebagai berikut:

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana
dimaksud dalam paml 8, P-emerintah rvajib membantu biaya
operasional Badan Amil Zakat. )a

Berhaknya para amil ini mendapatkan bantuan tersebu! karena

sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

tentang p€ngelolaan zakat pasal 6 ayat (l) bahwa :

(l) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang
dibentuk oleh Pemerintah.5s

Peraturan tersebut juga ditegaskan kembali melalui Keputusan

Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada Bab I Ketent'un Umum Pasal I ayat

(l) menyebutkan bahwa :

2

I

13 Ahmad Rofiq, Fiq, Konte*stual dati i,lorntiJ ke Pemaknaan Sosial,
YoByakarta: Pustaka Pelajar.2004, h.274 - 276.

t' Departcrnen AgamaRl. Undang-Undang Republi* Indorcsia,h, 13,

" rbid., h.6.



26

(l) Badan Amil Zakal adalah organisasi pengelola zakat y^ng
dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan
pemerintah dengan tugas merngumpulkan, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketenfuan agama,56

Karena Badan Amil Zakat diber" uk dan dilindungi olch pernerintah,

maka dalarn rangka memaksimalkan kinerja para amil pemerintah

berkewajiban memberikan bantuan biaya operasional pada Badan Amil

Zakat @AZ) tersebut. Untuk tingkat Kabupaten atau Kota atas usul

Deprrrtemen Agama Kabupaten atau Kota Badan Amil Zakat dibentuk oleh

Bupati atau Walikota.

2. IIak Amil Mendapatken Bantuan Biaya Operasional Pengelolaen
Harta Zakat

Selain mendapatkan bantuan biaya operasional di atas dan demi

sukses serta terpeliharanya peng.rmpulan dan pembagiar zakag Allah SWT

juga telah lama menetapkan bagian yang berhak diterima bagi para petugas

zakat daf. harta yang dikumpulkannya itu. Persoalannya hanyalah masih

adanya perbedaan para ulama tentang jumlah yang berhak diterima.sT

Dalam Surat at-Taubah [9]: 60 disebutkan birhwa ada delapan

kelompok yang kepada mereka (keseluruhan atau sebagian) diberikan harta

zakat yang telah terkumpul, tetapi apakah masing-masing mendapat

seperdelapan atau jumlah yang diperoleh masing-rna.5!6o diserahkan

ketetapannya kepada kebijaksanaan Imarn atau wakihrya. Perbedaan ini

tuitara lain disebabkan oleh perbedaan pe:rdapat ulama tentang arti lam pada

tu lbid. h.25.
57M. 

Quraish Shihab, Mernbumikan Al-Q r'an,h.329.
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li al-fuqard'yang kemudian dikaitkan dengan ketujuh kelompok yang

lainnya.

Ibnu al-'Araby dalam Aftkhm al-Qur'd'r sebagaimana dikutip Quraish

Shihab menjclaskan bahwa huruf Iz bukan berarti ,nilik, tetapi ia adalah

lam al-ajl yang agaknya dapat diterjemahkan dengan "untuk" seperti kalau

dikatakan "haz1a al-bab li ad-ddr". Pendapat ini juga diarrut oleh Imam

Malik dan Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Syaf i berpendapat lairl

bahwasanya /az tersebut menurutnya adalah lam at-tamlik yang dapat

diterjemahkan dengan "milik" seperti dalam kata-kata "ha2a al-mdl li hid".

Atas dasar inilah Imam Syafi'i berpendapat bahwa hagian para amil adalah

sama dengan bagian mustahiq lainnya yaitu masing-masing seperdelapan

(l/8). Sedangkan Imam Ahmad berpendapat menyera,rkan kepada

Imam/Pemerintah kebijaksanaan untuk menetapkan jumlah yang wajar

mereka terim4 baik kurang maupun melebihi seperdelapan dan tanpa

membedakan antara seoftrng yang kaya atau miskin.58

lbnu Rusyd dalam Bidiyatul Mujtahid menjelaskan bahwa Ulama

yang memperbolehkan amil yang kaya menerima zakat juga

memperbolehkan hakim (qadhi) menerima zakat, dan juga orang-orang yang

bisa memberi manfaat kepada umat Islam walaupun mereka kaya. Alasan

mereka adalah bahwa ' Iar yang mewajibkan zakat untuk delapan golongan

t" lbid.



tersebut dalam Alquran itu bukan sekedar kebutuhan saja tetapi bermanfaat

juga bagi umat Islam. 5e

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa yang dimaksud dengan

hakim/qadhi dan $macamnya yang dian;gap dapat memperoleh bagian dari

halja z*at adalah mereka yang tak terlibat secara langsung dalam status

sebagai amil. Ini berarti bagi konsultan dan semac,lmnya yang terlibat dalam

pelaksanaan zakat.o

Ketenruan yang lebih tegas lagi tentang hak atau hagian amil zakat

adalah seperti yang diungkapkan Didin Hafidhuddin bahwasanya Amil zakar

yang berhak menerima bagian amil zakat secara penuh sebanyak

seperdelapan (l/8) atau 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul adalah

amil. Sedangkan bila sekedar Iajnah (kepnitiaan) biasa seperti yang biasa

terjadi sekarang, tidak berhak mengambil penuh jatah atau bagian arnil zakat

(12,5%), namun hanya sekedar uang administrasi, transportasi, atau uang

lelah yang jumlahnya bisa lo/o atau 2o/o atau mungkin setengah dari bagian

amil zakat.6l

G. Kerangke Pikir dan Pertrnyren Penelitien

Umumnya amil zakat dibagi ke dalam dua kelompok ada yang

bertugas untuk memungut zakat dan ada pula yang bertugas membagi-

bagikan zakat ters€but. Di antara tugas para pemungut zaka: adalah

melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib berz*at (muzukki) dan

telbnu Rusy<! 3day,a tut Mujtahid, lakarla: Pustaka A rnani, I995,Jilidll h.64-65
eM. 

Quaish Shihab, Menbumik Al-Qur'an,h. 330
u' Didin Hafiduddin, ponduan Zakat,h. l4o - 142
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macam zakat yang diwajibkan padanyq juga besamya harta yang wajib

dizakati. Terhadap harta z*at yang telah dikumpulkan dikelola (disimpan

dan dijaga) oleh para amil dengan sebenamya. Kemudian di antara tugas

para pembagi hafia zn:Kat tersebut, sebelufir:rya mereka juga melakukan

sensus untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima (nustahiq)

harta zakat tersebut. Begitu juga terkait dengan berapa jumlah mustuhiq,

berapa kebutuhan mer€ka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-

hal iain yang merupakan urusan yang p€rlu ditangani secara sempurna oleh

para ahli dan petugas serta para p€mbantunya. Setelah itu baru mereka

membagi harta zakat tersebut secara tepat dan benar.

Semua Badan Amil Zakat @AZ) di seluruh Indonesia memiliki tugas

yang sama" termasuk Badan Amil Z,akat (BAZ) Kota Palangka Rr rya.

Orang-orang yang telah ditunjuk menjadi amil dalam badan ini juga

termasuk dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun l!)99

tentang Pengelolaan Zakat tersebut.

Berdasarkan jerih payah yang dilakukan, amil tersebut mendapatkan

bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dari pemerintah setempat dan

bagian, gaji atau upah dari harta zakat yang dikelola. Besarnya bantuan biaya

operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima dari pengelolaan hrta

zakat itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Pen5;elolaan Z*at. tlal

ini merupakan permasalahan yang penting untuk diketahui. Oleh karena itu

Efektif atau tidaknya penerapan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji

itu, tergan'.;.rng dari hasil penelitian yang dilakukan. Jelasnyq urrtuk
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mengukur keberhasilan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Paya

menerapkan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji tersebut

sepenuhnya dinilai melalui pandangan hukum positif Islam (U'rdang-Undang

Pengelolaan Zakat beserta Peraturan Pelaksanaan dar peraturan lainnya) dan

hukum Islam (Fikih Zakat) itu sendiri.

Mengingat persoalan di atas penting untuk diketahui, maka untuk

memudahkan memahami kerangka pikir ini, penulis menyajikarrnya kembali

melalui skema sebagai berikut :

Selanjutnya di bawah ini penulis uraikan beberapa pertanyaan pokok

yang dijadikan sebagai gambaran pertanyaan yang akan digali pada subjek-

subjek penelitian. Pe(anyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

l. Siapa yang berhak menjadi petugas dalam Badan Amil Zal<at (BAZ);

2. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (B AZ);

3. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (llAZ) dalam

mengelola I)rtaz kat;

Besamya bantuan
biaya operasional dan
gaj i pengelolaan zakat

Hasil

Penerapan Biaya Operasional
Dan Gaji dalarn Pengelolaan Zakat

Penghambat
pembagian bantuan
biaya operasional dan
gaji pengelolaan zakat
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4. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999

tentang pengelolaan zakat;

5. Bagaimana Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun l99c ientang

pengelolaan zakat mengatur tontang bantuan biaya cperasional dan gaj i

pengelolasn zakat kepada para amil sebagai pengelola zakat;

6. Seberapa b€sar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat

yang diterima oleh para amil;

7. Siapa yarrg memberikar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat

ini;

8. Bagaimana penerirpan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji

pengelolaan zakat kepada para amil;

9. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut

10. Bagaimana menurut penilaian amil sendiri tentang pengaturan bantuan

biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;

I L Prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk caimya biaya operasional

pengelolaan zakat dan gaji tersebut;

12. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional

pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;

13. Apakah pemah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang

berkaitan dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang

diterima;

14. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan pernbagian

bantuan biaya op:.asional dau gqji pengelolaan zakat kepada parz amil;
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15. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penenpan

pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat

kepada para amil;





BAB ITI

METODEPENELIIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

l. Wcktu Penelitian

Penelitian tentang Penerapan UU RI Nomor 38 Tahun 1999

Pasal 23 Tentang Bantuan Biaya Operasional Pengelolaan Zakat dan

Hubungannya dengan Hak Amil Mendapatkan Gaji di BAZ Kota

Palangka Raya ini diiaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak 30

Maret 2009 sampai 30 Mei 2009. Waktu ters€but dilakukan untuk

menggali data dari para subjek yang berada di lokasi penelitian. Apabila

data yang diperoleh dipandang cukup dan memiliki nilai kedibilitas

yang cukup, maka penelitian akan dihentikan dar selanjutnya men)usun

data tersebut ke dalam sebuah skipsi yang seterusnya dikonsultasikan

kepada pembimbing.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Badan Amil Takat (BAZ) Departemen

Agama Kota Palangka Raya. Alasan dipilihnya lokasi ini sebagai tempat

penelitian adalah disebabkan pada BAZ Kota Palangka Raya ini

terindikasi melakukan penyelewengan harla zakat untuk kepentingan

pribadi. Selain itu melalui observasi awal di BAZ Kota Palangka Raya

ini kinerja para amil zakat begitu sangat rendah, padahal sebagaimana

diketahui bahwa para amil zakat sebenamya mendapatkan gaji dari harta

zakat yang dikelolanya. Kemudian dengan adanya bantuan operasional

dari Pemerintah Daera[ menunjukkan bahwa para amil ini mendapatkan
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penghasilan selain dari gaji sebagai amil zakat. Itulah beberapa alasan,

hingga terpilihnya BAZ Kota Palangka Raya sebagai lokasi penelitian.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diformulasikan pada

bagian latar belakang yang merupakan permasalahan yang diteliti, maka

jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam dalam bidang

penelitian efoktivitas62 bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dalam

UU RI Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 23 dan identifikasi6s tentang gaji para

amil. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data

berupa kata-kata, gambar dan bukan datadata yang berupa angka-angka.e

C. Subjek dan Obiek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh Pengurus Badan Amil Zakat

(BAZ) Kota Palangka Raya yang berjumlah sebanyak 4l orang. Dengan

memp€rtimbangkan besamya jumlah subjek di atas, maka dalam penentuan

subjek ini penulis menggunakan teknik purposive sampling (pembatasan

sampel sesuai dengan tujuan atau kiteria).65 Adapun kiteria para subjek

tersebut adalah sebagai berikut :

tAmir Mu'allim, et.al., Konfigurasi Pemikiran Huhun lslom, Yogyak&rta: Utl
Press, 1999, h. 126

u'16id., h. I 18 dan l3oe Lexy J. Moleong, Metodologi Penelilian Kualitatl Bandrmg : Remaja

Rosdakarya- 2002. h. 6
ut Srharsi-i Arikunto, Moraiemen f-rrelitiorr, Jakana: Rineka Cipta, 1990, h. l2E.

Lihat pula Margono S., Merodologi Penelitian Pendidikan, Jskana: Rineka CiPt4 1990, h.

t28
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l. Tercantum dalam Surat K-eputusan Walikota sebagai anggota Radan

Amil Zakat Kota Palangka Raya;

2. Para subjek adalah orang yang menduduki suatu jabatan dalam

kepengurusan Badan Pelaksana BAZ Kota Palangka Raya;

3. Para subjek adalah pengurus inti dan sebagai pelaksana kegiatan BAZ;

4. Para subjek dipandang aktif melakukan kegiatan di BAZ;

5. Para subjek mudah ditemui dan setiap jam kerja berada di kantor BAZ;

6. Para subjek berkantor di Departemen Agama Kota Palangka Raya yang

termasukjuga pada kantor tersebut bertempatnya kantor BAZ.

Dari beberapa kriteria di atas penulis menemukan ada 8 delapan

orang yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Para subjek

tersebut adalah Ketua Badan Pelaksana, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil

seketaris, Bendahara, Kepala Seksi Pengumpulan, Kepala Seksi

Pendistribusian, dan Kepala Seksi Pengembangan. Sedangkan objek

penelitian ini adalah pengelolaan zakat dan hubungannya dengan hak amil

mendapatkan gaji.

Untuk memperoleh perbandingan dat4 penulis juga menggunakan

jasa informan yang mengetahui operasional kerja BAZ Kota Palangka Raya,

terlebih lagi pada penerapan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji

dalam mengelola harta zakat di badan tersebut. Adapun yang menjadi

informan penelitian ini adalah para pengurus yang berada di Unit Pengumpul

Zakat (UPZ). Melalui data{ata yang digali, diharapkan diperoleh data-data

yang dapat membantu tingginya tingkat ke;ercayaan tethadap data tersebut
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sehingga memudahkan pula dalam menganalisis baik yang diperoleh melalui

wawancar4 observasi atau pun dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulrtr Data

Dalam mengumpulkan dat4 penulis menggunakan bebsrapa teknik di

antaranya sebagai berikut :

1. Wawancere

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi berupa data dari

terwawancarafi yaitu subjek p€nelitian yang telah disebutkan

sebelumnya. Data{ata yang digali melalui teknik ini adalah sebagai

berikut :

a. Siapa yang berhak menjadi petugas dalam Badan Amil Zakat

(BAZ);

b. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ);

c. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat GAA dalam

mengelola harta zakat;

d. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun

1999 tentang pengelolaan zakat;

e. Bagaimana Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat mengatur tentang bantuan biaya operasional

dan gaji pengelolaan zakat kepada para ariril sebagai pengelola

zakat;

* Suhanimi Arikunto, Prosed(r Penelitian Swtu Pendekaton Prokbh Jakarlal.
PT Rineka Cipta. 1996, Cet. 10. h. l,l4
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f. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan

zakat yang dircrima oleh para amil;

g. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan

zakat ini;

h. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan

gaj i pengelolaan zakat kepada para amil;

i. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut

j. Bagaimana menurut penilsian amil sendiri tentang pengaturan

bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang

diterima;

k. Prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk caimya biaya

operasional pengelolaan zakat dan gaji tersebut;

l. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional

pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;

m. Apakah pernah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang

berkaitan dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji

yang diterima;

o. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan

pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat

kepada para amil;

p. Faktor-faktor aPa yang menjadi penghambat dalam peneftrpan

pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat

kepada para ami[;
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2. Observasi

Penulis mengadakan observasi terhadap penerapan biaya

operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima amil dalam

mengelola harta zakal tersebut, baik secara langsung (partisipan) atau

pun tidak secara langsung (non partisipan) baik melalui informasi yang

diperoleh melalui informan atau pun melalui studi dokumentasi.

Observasi tidak secara langsung ini adalah sebagai antisipasi apabila

ditemukannya kesulitan melakukan observasi langsung (partisipan)

baik kesulitan tersebut berupa urusan prosedur, teknis, termasuk pula

keengganan subjek penelitian atau pun ketika tedadi suatu kejadian,

sementara penulis tidak menyaksikan secara langsung.

Data-data yang digali melalui teknik ini adalah sebagai berikut :

a. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Z*at (BAZ);

b. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) datam

mengelola harta zakat:

c. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun

1999 tentang pengelolaan zakat;

d. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan

zakat yang diterima oleh para amil;

e. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan

zakat ini;

f. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan

gaji pengelolaan zakat kepada para amil;
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g. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut

h. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional

pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;

i. Apakah pernah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang

berkaitan dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji

yang diterima;

j. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan

pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat

kepada para amil;

k. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan

pembagian bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat

kepada pam amil;

3. Dokumentasi

Data-data yang dikumpulkan melalui teknik ini adalah sebagai

berikut :

a. Gambaran Umum Lokasi penelitian;

b. Data identitas subjek penelitian yang meliputi nama/inisial, usia,

pekerjaaq bidang tugas dan masa tugas subjek p€nelitian dalam

BAZ;

E. Pengabsahrn Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa

semua data yang telah diteliti baik melalui wawancar4 observasi atau pun

melalui teknik dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengar. kenyataan
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yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disarnpaikan tentang

permasalahan dalam penelitian ini adalah benar-benar terjadi dan ada di

lokasi penelitian. Selanjutnya penulis juga menyatakan bahwa sepanjang

pengetahuan penulis penelitian ini belum pemah dilakukan peneliti

sebelumnya. Kendati pun ada, namun lokasi (tempat), waktu dan

permasalahannya dipastikan berbeda.

Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini, penulis

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi penyidik. Teknik

triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda dalam metode kualitatif baik melalui hasil observasi atau informasi

dari informan,67

Implementasi teknik triangtrlasi sumber terhadap data yang digali

dari subjek beberapa di antaranya untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

l. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancanu

2. Membandingkan apa yang dikatakan subjek di depan orang lain dengan

apa yang dikatakannya secara pribadi;

3. Membandingkan data hasil w&wancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan. 
68

Adapun teknik triangulasi penyidik adalah diterapkan dengan cara

memanfaatkan peneliti atau pongamat lainnya (dalam hal ini informan)

untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan

67 Lexy J. Moleong, Me todologi Penelirionh.lTS

^ Ibid.
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pengamatan lainnya ini untuk membantu mengurangi kemencengan dalam

pengumpulan data. 
6e

F. Analisis Data

Datadlta yang telah diperoleh di lokasi penelitian baik berupa catatarl

komentar, gambar, dokumen dan sebagainya dianalisis dengan menggunakan

metode interpretasi melalui perspektif nas (normatif) dan perspektif zsftzl

fikih dengan langkah sebagai berikut : Data yang telah dlkumpulkan diproses

kembali dengan melakukan pengurangan (reduction) yang selatjutnya

disesuaiksn dengan permasalahan penelitian. Setelah mereduksi data,

selanjutnya data yang terpilih disajikan dan dipaparkan (displty'\ secara

ilmiah dengan tidak menutupi kekurangannya. Kemudian, setelah datadata

tersebut ditampilkan langkah selanjutnya menarik suatu kesimpulan

(conclusion) dan seterusnya dilakukan verifikasi atau pembuktian terhadap

data-data yang telah dipaparkan sebagai jawaban dari rumusan masalah.T0

* Ibid.
?o Mattherr B. Miles. er al., Analisis Data Kuolitqlif : Buka Sumber ,e ang

Metode-Merode Bqra. Ditedemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992'

h.5
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HASIL PENELITIAN DA}I PEMBAIIASAN

A. Gambarsr Umum Lokssi Penelitian

1. Sejareh Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pslangka Raya

Badan Amil Zakat Kotz- Palangka Raya mulai dib€ntuk setelah

setahun disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nornor 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tepatnya Badan Amil Zakat

Kota Palangka Raya ini dibentuk pada tahun 2000. Ketua yang terpilih

pada bagian Badan Pelaksana ketika itu adalah H' Ahmad Majidi Indi

(Alm).

Badan Amil Zakat (BAZ) ini adalah sebagai pengganti dari

Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS) yang bsroperasi sebelum

lahimya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat. Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS) ini hanya bersifat

semi-pemerintah yang dipandang masih memiliki kekurangan'

Setidaknya kekurangan tersebut dilihat dari segi pengelolaannya yang

tebih banyak ditangani oleh masyamkat, sehingga dalam

kepengurusannya pun mengalami kesulitan setidaknya hal itu dapat

dilihat dari manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan integritas

parB pengurusnya yang masih diragukan.

Akibatnya, atensi masyarakat terhadap BAZIS sangat kurang'

baik dalam penyaluran harta zakatnya ataupun infaq dan shadaqah' Hal

ini disebabkan karena kurangnya dan belum tumbuhnya kepercayaan

42



masyarakat muslim tcrhadap kepengumsan harta zakat, infaq dnn

shadaqahnya apakah benar disampaikan kepada yang berhak atau

sebal iknya.

Namun kini, semua itu sejak lahimya Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang Pengeloloan Zakat tersebut, pengelolaan harta

masyarakat muslim tersebut berada di tangan pemerintah yang

dilaksanakan oleh Departernen Agama. Dahulu disebut Badan Amil

Zakat dan Shadaqah (BAZIS), kini dipersempit menjadi Badan Amil

Z*at (BAZ). Secara normatif, melalui Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tontang Pengelolaan Zaka\ harta zakat yang disalurkan

masyarakat muslim dijamin akan dikelola dengan baik oleh pengurus

Badan Amil Zakat (BAZ) yang kemudian dipertanggungiawabkan

kepada pemerintah." Hal ini sesuai dengan pasal 3 dan 9 Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan

dan pelayanan ke pada muzakki, mustahiq dan amil zakat. ?r

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga

Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan

tingkatannya. 72

'oDokumentasi tentang Laporan Kegiatan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya

tahun 2008. h. 2-3.

''Departemen Agarn1 Pelduran Perundang-u'ndongan Pengelolqan Zalat'
Proy€k P€ningkatan Z*al d$ Wakaf Diretrorat Jen&ral Bimass Islam dan

Penyeleng-garaan Haji, 2003. h.4.
'' tbid.-h.6.

43
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Proses terbentuknya Badm Amil Zskat @AZ) Kota Palangka

Raya ini diawali dari inisiatif kepala Departemen Agama Kota Palangka

Ra.ya pada tahun 2000 mengundang beberapa unsur masyarakat muslim

kota Palangka Raya. Di antara unsur tersebut adalah Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya, Nahdhatul Ulama (NU) Kota

Palangka Ray4 Pengurus Muhammadiyah Kota Palangka Raya, para

tokoh agama serta masyarakat Kota Palangka Raya bersoma pemerintah

untuk melakukan pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

Kota Palangka Raya.

Periode pertama kepengurusan Badan Amil ZaUat (BAZ) Kota

Palangka Raya ini dimulai pada masa bakti tahun 2000 sampai 2fi)3.

Pada periode pertama ini, modal yang dimiliki oleh pengurus Badan

Amil Zakat (BAZ) sebesar Rp. 3.500.000,-. Para pengurus Badan

Pelaksana Badan Amil Zakal (BAZ) Kota Palangka Raya ini

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Palangka

Raya Nomor 460/10042000 adalah :

H. Ahmad Majidi Indi (Alm) Ketua

Drs. H. L4. Anshari Sapri Wakil Ketua

Drs. H. Muslimin Sekretaris

Drs. H. Masdani Wakil Sekretaris

Setelah mengakhiri masa bhakti tersebut, Kepala Departemen

Agama kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat

pembcntukan pengurus baru untuk periode 2003 sampai 2006 yang
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kemudian diusulkan kepada pemerintah. Setelah itu lahirlah Surat

Keputusan (SK) Walikota Palangka Raya Nomor 155 Tahun 2003

tanggal 14 Oxr'-ober 2003 dengan susunan badan pelaksana sebagai

berikut :

H. M. Eaily Mochtar

II. Abu Sadikin

Drs. H. M. Anshari Eapri

Drs. H. Suprianto

Drs. H. Masdani

Ketua Badan Pertimbangan

Ketua Badan Pengawas

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Drs. Supiani Wakil Sekretaris

Selanjutnya setelah mengakhiri masa bhakti para pengurus

g,eriode kedua di atas, dibentuk kembali pengurus baru pada periode

2007 sampai 2010. Para pengurus tersebut akan diuraikan pada bahasan

selanj utnya.

2. $truktur Badsn Pelaksana Badan Amil Zak^t (BAZ) Kota palangka
Raya

Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 80

'I'ahun 2007 Tanggal 8 Marct 2007 t€ntang Penetapan pengurus Badan

Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya masa bhakti 2O07-2010 adalah

sebagai berikut :

Walikota Palangka Raya Ketua Badan Pertimbangan

ths. H. Djamran Kumiawan Ketua Badan Pengawas

[)rs. H. Burfianuddin, MM Ketua

I )ra. Hj. Jamilah Ya'kub Wakil Ketua
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Drs. Misbah, M.Pd Selcetaris Umuno

H. Muhdiannoor Had S.Ag Sekretaris I

Ismail Marzuki, SE Bendahara

Drs. H. Muhammad Kepala Seksi Pengumpulan

Bs. Adri Nasution Kepala Seksi Pendistribusian

Dra. Iij. Susilawati Kepala Seksi Pengembangan

Itulalr beberapa pengurus Badan Amil Takat (BAZ'1 Kota

Palangka Raya masa bhakti 2007 sampai 2010. Para pengurus inilah

yang bertanggung jawab untuk mengelola dan lebih memajukan Badan

Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya serta yang diharapkan agar

dapat menumbuhkan kepercayaan kepada masyatakat muslim agar

menyalurkan harta zakatrya pada Badan Amil Zakat ini.

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini telah ditentukair sebanyak 8

(delapan) orang. Jumlah subjek tersebut didasarkan melalui teknik purpostue

sampling (pembatasan sampel sesuai dengan tujuan atau kriteria) yaitu para

pengurus b,adan pelaksana dan para Kepala Seksi. Para subjek ini adalah Drs.

H. Burhanuddin, MM (Ketua), Dra. Hj. Jamilah Ya'kub (Wakil Ketua), Drs.

Misbah, M.Pd (Sekretaris Umum), H. Muhdiannoor Had, S.Ag (Sekretaris

I), Ismail Marzuki, SE (Bendahara), Drs. H. Muhammad (Kepala Seksi

Pengumpulan), Drs. Adri Nasution (Kepala Seksi Pendistribusian), dan Dra.

Hj. Susila,vati sebagai Kepala Seksi Pengsmbangan.
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C. [Iesil Penelitian

Dalam penyajian data dari hasil penelitian ini, akan dibagi menjadi 2

(Cua) bagian. Bagian pertama yang diuraikan terlebih dahulu adalah hasil

wawancara dengan para subjek penelitian dan bagian kedua adalah uraian

data{ata yang diperoleh melalui observasi.

1. Hasil Wrwaacara dengau Sobiek Penelitien

o, Subjek I

Nama : Drs, H. Burhanuddin, MM

Jahatan : Ketua Badan Pelaksana Badan Amil

Zakat Kota Palangka RaYa

Pendidikan Terakhir : S-2

Alamat : Palangka RaYa

Tanggal Wawancara : 3 APril 20O9

Pukul : 08.00 WIB

Menur'ut Burhanuddin selaku Ketua Badan Pelaksana Badan Amil

Zakat Kota Palangka Raya bahwa orang yang berhak menjadi petugas atau

l)engurus dalam Badan Amil Zakat (BAZ) adalah siapa saj4 haik itu dari

kalangan pernerintah maupun masyarakat. Mengapa dernikian, menurutnya

rrdalah karena apabila dilihat pada posisi pemerintah, pengurus akan dapat

melakukan keb,jakan-kebijakan yang diharapkan nantinya akan membantu

t<elancaran pelalcsanaan kerja Badan Amil Zakat. Pengurus dari masyarakat

;endiri juga dipandang peflting dan diharapkan terjalinnya hubungan secara

menyeluruh der,gan masyarakat luas. Terutama dalam hal ini adalah dengan
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masyarakat yang dipandang agniya (kaya) atau kauin fckir miskin. Kata

masyarakat di sini memiliki arti yang amat luas, artinya bisa berarti para

ulam I para cendikiawan rnuslim, kalangan akademisi, pengusaha maupun

y'ang lainnya. Dengan maksud bersama-sama saling membantu demi

kelancaran pelaksanaan Badan Amil Zakat seutuhnya.

Adapun tugas Badan Amil menurut Burhanuddin adatah tertuang

secara jelas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373

Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan TakaS bahwa pada keputusan tersebut pada pasal 9

bagian kedua terdapat keterangan apa yeng rnenjadi tugas, wewenang dan

tanggung jawab Badan Amil Zakat baik itu Nasional, Provinsi,

Kabupaten/Kota mar Lpun Kecamatan. Jelasnya tugas Badan Amil Zakat

tersebut kata Burhanuddin adalah pengumpulan, pendistribusian dan

selanjutnya pendayagunaar harta zakat.

Manajemen kerja Badan Amil Zakat dalam mengelola haft^ z.akat

adalah bahwa selama ini dilakukan dimana hasil pendapatan atau

pengumpulan di tahun sebelumnya ditasharruftan pada tahun berikutnya.

Sebagai contoh, petrgumpulan harra zakat pada tahun 2007 sekian jumlahnya

lalu ditasharntftan di tahun 2008. Begitulah seterusnya, kata burhanuddin.

Kemudian sebagaimana dalam KMA nomor 373 tersebut pada pasal 8 bahwa

dalam Badan Amil Zekat perlu pula dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

yang gunetya menj.emput atau mengumpulkan baik harta zakat, infaq

maupun shadaqah. '-alu di tahun berikutnya ditasharntfoan kepada 8



(delapan) ashnaf sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat at-Tauhah

ayat 60. Selanjutnya di pasat 3l bab VI tentang pelaporan secara berkala

setahun sekali. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 20

KMA nomor 373 Tahun 2003.

Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun

1999 tentang Pengsiolaan Zakat menunrt Burhanuddin bahwa selama ini

hampir seluruhnya sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-undang

tersebut. Akan tetapi apabila dilihat dari keadaan sast ini khususnya di

Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya banyak p.ua pengurus yang kurang

kooperatif terhadap kelancaran kegiatan Badan Amil Zakat itu. Hal ini

disebabkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat banyak didominasi oleh

orang-orang yang memilil:i kesibukan luar biasa. Memang apabila dilihat

dari luar, tampak bahwa Brdan Amil Z,akatbe4alan dengan baik dan lancar,

tetapi apabila dilihat dari dalam banyak para pengurusnya yang masih /ow

profil terhadap Badan Amil Zakat. Melihat keadaan seperti ini, para pihak

penyelenggara zakat dan wakaf di Kantor Depaitemen Agama Kota

Palangka F,aya telah mengusulkan kepada pemerintah agar kepengurusan

BAZ dikukuhkan sebagairnana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor

3 73 tersebut.

Selzrqiutnya berkaiian dengan persoalan bantuan biaya operasional

dan gaji yarg diterima pare. amil zakat dalam mengelola harta zakat ter'sebut,

menurut l]urhanuddln 6rlalah anggaran kegiatan Badan Amil Zakat

bersumber dari dana APB){, APBD l, APBD II dan dana zakat bagian amii.
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Akan tetapi saat ini tidak sepenuhnya anggaran tersebut didrpat dari

pemerintah tersebut, hanya saja melalui proposal telah dibuat permohonan

agar dibantu untuk meringankan kegiatan para pengurus. Melalui

pennchonan tersebut disetujui sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

dengan berbagai rcnletan peningkatan dimulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus

ribu) pada tahun 2000 hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti

sekarang ini (2C09). Selain itu dalam fatwa zakat disampaikan bahwa

ketentuan hak amil utamanya selain digunakan sebagai honor amil maupun

untuk dana opensional, yang jelas hak amil ditentukan tidak lebih dari 12,5

% dari hasil pengumpulan.

Besamya bantuan opensional dan gaji yang diterima amil zakat

menurut Burhanuddin adalah tmda tahun 2008 lalu pengurus amil zakat

menerima banhran sebesar Rp. 5.ffi0.ffi0,- (lima juta rupiah). Adapun untuk

gaji pengelolaan sebenamya tidak ada saat ini, akan tetapi yang ada adalah

honor yang diambil dari persentasi pengumpulan harla z*at. Hal ini semata-

mata untuk menstimulasi agar kegiatan pelaksanaan kerje badan Amil Zakat

dapat terlaksana. Persentasi itu ditentukan melalui rapat yang sebelumnya

bagi UPZ (unit Pengumpul Zakat) diberikan hak amilnya sebesar 6 % dari

jumlah yang mereka kumpulkan lalu bagi pengurus diambil dari dana

operasional Badan Amil ZaLat (BAZ) sebesar 6% juga dari total

pengumpulan UIZ tersebut.

Bantuan operasional tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota

Palangka Raya. Terkait dengan pengaturan bantuan biaya operasional dan
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ga-ii atau honor yang diterima adalah menurut Burhanuddin hal tersebut

bukan merupakan tujuan utama. Akan tetapi menurutnya tidak menutup

kemungkinan pada r n'lumnya bahwa setiap orang itu ada kebutuhan untuk

mendukung hidupnya. Melalui hak amil yang diperoleh itulah, lanjutnya,

adalah sebagai pengganti lelah dalam mengemban tugas meskipun nilainya

jauh dari standar honor yang seharusnya sebagaimana honor pegawai atau

karyawan. Sebagai co,rtoh, pada WZ (Unit Pengumpul Zakat) mereka telah

mengumpulkan Zaka\ lnfao dan Shadaqah (ZIS), lalu mereka antarkan ke

Sekretariat BAZ dan sebagai pengganti ongkos perjalanan mereka ke lokasi

tugas ke BAZ, diberikan hak amilnya sebesar 6 %.

Adapun untuk mendapatkan bantuan biaya operasional tersebut'

prosedur yang ditempuh adalah han ya membuat proposal' Namun hal ini

menurut Burhanuddin bukanlah hal yang rumit atau merupakan rintangan

yang memberatkan para pengurus Barlan Amil Zakat.

Berkaitan dengan penyimpangan dana Bantuan Operasional

pengelolaan Zakal dan gaji para pengurus Badan Amil Zaket menurut

Burhanuddin hahwa sepanjang yang ia ketahui belum pemah terjadi selama

masa bhaktinya. Menurutnya selam& ini dana ters€but seluruhnya digunakan

sesuai dengan kebutuhan operasiona I Badan Amil Zakat secara seutuhnya

yang dilandasi dengan bekerja secara suka rEla tanpa meminta imbalan'

Begitu juga dengan persengketaan ontar pengurus, menurut Burhanuddin

juga belum terjadi. Kt,ndati hal tersebut pemah terjadi antar pengurus, semua

itu dapat dirundingkan secara kekeluargaan.



Burhanuddin selanjutnya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang

meqiadi pendukung dan penghambat dalam mengelola harta zakat serta

termasuk pula dengan per 3clolaan dana bantuan operasional zakat. Faktor-

faktor pendukung tersebut merurutnya adalah bahwa dana bantuan

operasional itu diperuntukan sepenuhnya untuk keperluan operasional Badan

Amil Zakat @AZ) baik dalam hal hak amil maupun untuk kegiatan Badan

Amil Zakat (BAZ).

Adspun faktor-faktor yang meqiadi penghambat dalam kegiatan

pengelolaan harta zakat ini, menurut Buthanuddin adalah masih kurangnya

dana Z*at" Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul bahkan kantor pun

belum ada karcna masih ikut dalam kantor DePartemen Agama Kota

Palangka Raya. Selain itu para perugasnya pun masih terdiri dari tenaga yang

bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang

diharapkan. Seandainyq lanjut Burhanucldin, Badan Amil Zakat (BAZ)

memiliki kantor sendiri, pegawai tetap yang secara khusus menangani

persoalan zakat ini dan pengurus pun me,miliki daftar para muzatki yang

tetap konsisten menyetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka hal-hal

tersebut morjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas tersebut. kbih tanjut

Burhanuddin mengatakan bahwa faktor per:ghambat dalam melaksanakan

tugas mer€ka ini adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari

pemerintah.T3

?r Wawancara dengan :ubjek I pada tangl al 3 April 2009.
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Pendidikan Terakhir

Dra. Hj. Jamilah Ya'kub

Wakil Ketua Badsn Pelakssna Badan

Amil Zakat Kota Palar.gka Raya

8-t

Alamat : Palangka Raya

Tanggal Wawancara : l0 April 2009

Purel : 10.23 WIB

Data{ata yang digali dari para subjek lainnya tampaknya tidak

berbeda jauh dengan yang telah d[ielaskan Burhanuddin selaku Ketua Badan

Pelaksana Badan Amil Zakat KotB Palangka Raya. Artinya orang yang

berhak meqiadi petugas atau pengurus dalam Badan /unil Z*^t (BAZ)

menurut Jamilah Ya'kub adalah siapa pun baik itu dari kalangan pemerintah

maupun masyarakat.

Adapun tugas Badan Amil menurut Jamilah Ya,kub adalah

melakukan pengumpulan harta zakat dari para orang-orang yang mampu

mengeluarkan harta zakaL Setelah melewati proses penghitungan para

pengurus atau amil zakat ini mendistribusikan ha$a zak^ itrr kepada orang-

orang yang berhak menerimanya. Tugas selanjrttnya adalah pendayagunaan

harta zakBt. Pendayagunaan harta zakBt ini menurui Jamilah Ya'kub adalah

agar Badan Amil Z^kat ni tetap eksis dan bertahan.

Selanjutnya berkaitan de ngan persoalar bantuan biaya operasional

dan gaji yang diterima para amil zakat dalam mcngelola harta zakat tersebut,

b. Subjek 2

Nama

Jatlatan
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menurut Jamilah Ya'kub adalah diperoleh melalui dana APBN atau APBD I'

APBD II dan dari dana atau harta zakat yang dikumpulkan oleh amil. Namun

untuk tahun 2008 adalah sebesar R1. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Istilah

gaji pegawai sebagaimane yang ditanyakan peneliti, menurut Jamilah

Ya'kub bukan dinamakan gaji untuk para pengurus' tetapi disebut honor'

Honor itu diperoleh melalui harta zakat yang telah dikumpulkan.

Besamya honor tersebut kata Jamilah Ya'kub ditentukan melalui

rapat yang sebelumnya untuk UPZ (unit Pengumpul Zakat) diberikan hak

amilnya sebesar 6 o/o dari jumlah yang mereka kumpulkan lalu untuk

p€ngurus diambil dari data operasionat Badan Amil Zakat (BAZ\ sebesar 6%

juga dari total pengumpulan UPZ tersebut. Sebagai contoh lanjut Jamilah

Ya'kub, orang-orang yang duduk pada Unit Per gumpul Zakat (UPZ)

mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Setelah itu mereka

kemudian mengantarkan harta zakil yang telah dikumpulkan itu ke

Sekretariat BAZ dmt sebagai pengganti ongkos perjalanan mereka ke lokasi

tugas ke BAZ, mereka pun diberikan hak amilnya sebesar 6 7o'

Berkaitan dengan penyimpangan dana Bantuan Operasional

pengelolaan Zakat dan gaji para p€ngurus Badan Amil Zakat menurut

Jamilah Ya'kub belum pemah terjadi selama masa baktinya' Menurutnya

selama ini dana tersebut seluruhnya digunakan sesuai dengan kebutuhan

operasional Badan Amil Zakat *czll seutuhnya 1'ang dilandasi dengan

bekerja secara suka rela tanpa meminta imbalan Begitu juga dengan

perscngketaan antar pengurus, menurut Jamilah Ya'llub juga belum terjadi'
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Memang perselisihan itu kadang bisa terjadi dan ini bisa dilakukan oleh

siapa sqi4 tetapi untuk urusan Badan Amil Zakat di sini, menurut Jamilah

Ya'kub semuanya tentunya dapat dirundin ;kan secara kekeluargaen.

Jamilah Ya'kub juga n:er$elaskan bahwa ada beberapa hal yang

menjadi pendukung dan pcnghambat dalam mengelola harts zakat serta

tennasuk pula dengan pengelolaan dana bantuan operasiorral zakat. Faklor-

faktor pendukung tersebut menurutnya adalah bahwa daua bantuan

operasional itu diperuntukan sepenuhnya untuk keperluan operasional Badan

Amil Zakat (BAZ) baik dalam hal hak amil maupun untuk kegiatan Badan

Amil Zakat (BAZ).

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan

pengelolaan hrta zakat ini, tampaknya semua subjek memiliki pandangan

yang sama. Hal ini seperti yang diungkapkan Jamilah Ya'kub tampaknya

sama dengan pemyataan subjek pertama di atas. Menuutnya masih

kurangnya dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul bahkan

kantor pun belum ada karena masih ikut dalam kantor Departemen Agama

Kota Palangka Raya adalah salah satu penghambat kinerja para amit.

S€lain itu para petugasnya pun masih terdiri dari tenaga yang bersifat

suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan.

Seandainya, laqiut Jamilah Ya'kub, Badan Amil Zakat @AZ) memiliki

kantor sendiri, pegawai tetap ymg secara khusus menanga:ri persoalan zakat

ini dan pengurus pun memiliki daftar paia muzakki yang tetap konsisten

menyetoi' ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka hal-hal tersebut rnenjadi



pendukung dalam pelaksanaan tugas ini. Lebih lanjut Jamilah Ya'kub

mengatakan bahwa faltor penghambat dalam melaksanakan tugas mereka ini

adalah adanya keterlambatan dalam pencairan d':na dari pemerintah.Ta

c. Subjek 3

Nama : Drs. Misbatu M.Pd

Jabatan : Sekretaris Umum Badart Pelaksana

Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya

Pendidikan Terakhir i S-2

Alamat : Palangka Raya

Tanggal Wawancara : 19 April 2009

Pukul : 09.17 WIB

Menurut Misbah dana bantuan operasional yang diperoleh setiap

tahunnya tidak sama. Sebagaimana dalam laporan tahun pengurus Badan

Amil Zakat, menurut Misbah tertulis di sana bahwa dana bantuan

operasional pada tahun 2000 hanya sebesar Rp. 700.000,- (tuiuh ratus ribu).

Kini, tanpa menutup mata dan patut pula disyukuri, kata Misbah hantuan

tersebut meningkat menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Te*.ait dengan pemoalan hak amil dalam mengelola zakat, baik dari

dana bantuan operasional atau pun dari harta zdrdit yang telah dikumpulkan

menunrt Misbah adalah sebesar 12 o/o. Bagiat tersebut telah sesuai dengan

ajaran agama. Bahkan yang terjadi di BAZ kr,ta Palangka R;rya ini kata

Misbah hanya l2o/o *ja. Unit Pengumpul Zakat (JPZ) di'rrikan hak

'o Wawancara dengan subjek 2 pada tanggal l0 A pril 2009
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amilnya sebesar 6 o/o dari jumlah yang mereka kumpulka-l dan untuk

pengurus Badan Amit Zakat @AZ) sebesar 6% juga dari dana bantuan

operasional yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-tbktor pcndukung dan

penghambat menurut Misbah sebenarnya lebih banyak faktor-faktor

penghambat daripada pendukungnya. Hal yang pasti bisa dilihat dari kasat

mata menurut Misbah adalah masih kurangnya dana Zakat, Infaq dan

Shadaqah (ZIS) yang terkumpul. Sebagai Badan Amil Zakat yang ideal

mestinya memiliki kantor tersendiri, namun yang berlaku pada Badan Amil

Z,akat (BAZ) Kota Palangka Raya masih meminjam bahkan berada di dalam

kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Selain itu Sumber Daya Manusia para p€tugasnya pun masih berada

dalam tingkat relatif dan terdiri dari tenaga yang bersifat suka rela sehingga

hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan. Seandainya kata lvlisbah

Badan Amil Z-akat (BAZ) memiliki kantor sendiri dan pegawainva pun

adalah pegawai khusus yang secara khusus pula menangani persoalan zakat

ini serta pengurus pun juga memiliki daftar para muzakki yang tetap

konsisten menyetor ke Badan Amil Zakat @AZ) ini' maka hal-hal tersebut

menjadi pe,ndukung dalam pelaksanaan tugas ini.

Lebih laqiut Misbah mengatakan adanya keterlambatan dalam

pencairan riana dari pemerintah tentang dana barrtuan operasiorral itt!

menjadikan kinerja para pengurus juga terhambat. Hal tersebut rrestinya
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dipandang atau dapat diterima secara haik oleh umat Islam, karena tanpa

adanya dukungan dana tugas apa pun menjadi terkendala. 7s

d.Subjek4

Nama : H. Muhdiamoor Ha4 S.Ag

Jabatan : Sekretaris I Badan Pelaksana Badan

Amil Zakat Kota Palangka Raya

Pendidikan Terakhir I 8-l

Alamat : Palangka Raya

Tanggal Wawancara : 25 April 20O9

Pukul : ll.0OWIB

Melalui subjek ini, penulis tidak banyak mendapatkan dari subjek ini,

karena menurutnya apa yang telah peneliti gali melalui subjek-subjek ya,g

lain t€rutama dari subjek Sekretaris Umum tidak jauh berbeda dengan yang

dipaparkannya. Hal ini tampaknya apabila dibandingkan dengan para subjek

lainnya memang terdapat kesamaan pemikiran dan pandangan dalam melihat

tentang bantuan operasional dan gaji atau honor yang diterima pam

pengurus.

Muhdiannoor Had mengatakan dana bantuan operasional yang

diperoleh setiap tahunnya pada kenyataannya tidak sama. Flal tersebut dapat

dilihat dalam laporan tahunan oleh pengurus Badan Amil Zak,t.

Sebagaimana yang dikatakan Misbah, Muhdiannoor Had juga berkata bahu'a

di sana tertulis dana bantuan operasional pada tahun 2000 l-.anya sebesar Rp.

7t wawancara dengan subjek 3 pada tanggal 19 April 2009.
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700.000,- (tujuh ratus ribu). Untuk tahun 2009 ini pengurus Badan Amil

Zakat t€lah menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah). Hal ini lanjut Muhdiannoor Had patut disyukuri kr rena apabila

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh sel:ali berbeda.

Muhdiannoor Had juga menjelaskan bahwa amil dalam mengelola

zakat mendapat bagian sebesat l2%o. Bagian 12olo ini adalah bagian hak amil

secara keseluruhan yaitu bagian antara yang dibagi dari Unit Pengumpul

Zak^t (I0PZ) sebesar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan bagian

untuk pengurus Badan Amil Zakat @AZ) sebemr 6% juga dari dana bantuan

operasional yang diberikan pemerintah. Jadi apabila diiumlahkan' kata

Muhdiannoor Had adalah sebanyak 127o.

Setaqiutnya berkaitan dengan faktor-faktor pendukung dan

penghambat menunrt Muhdiannoor Had yang tampaknya sama dengan

penjelasan Misbah bahwa sebenarnya lebih banyak faktor-faktor

penghambat daripada pendukungnya. Hal yang pasti bisa dilihat adalah

masih kurangnya dana 7akat, Infaq dan Shadaqah (ZlS) yang terkumpul'

Seharusnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya Badan ltmil Zakat

mestinya memiliki kantor sendiri, bukan seperti sekarang ini' kata

Muhdiannoor Had. Maksudnya adalah kantor Badan Amil Z'akat masih

menumpang dengan kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Faktor lainnya adalah Sumber flaya yang dimiliki perrgurus juga

masih relatif rendah. Terlebih para pengurus yang melaksanaktn tugasnya

juga masih bersifa: suka rela s€hingga etos kerja di badan ini pun masih jauh
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dari yang diharapkan. Apabila Badan Amil Z,akat (BAZ) telah memiliki

kantor sendiri dan pegawainya pun adalah pegawai khusus yang secara

khusus pula menangani persoalan zakat ini serta pengurus pun juga n:railiki

daftar para muzakki yang tetap konsisten menyetor ke Bcdan Amil Zakat

(BAZ) ini, maka semua itu akan meqiadi pendukung dalam pelaksanaan

tugas ini.76

e. Subjek 5

Nama : Isrnail Maruuki, SE

Jabatan : Bendahara Badan Pelaksana Badan Amil

Zakat Kota Palangka Raya

Pendidikan Terakhir : S-l

Alamat : Palangka Raya

Tanggal Wawancara : I Mei 2009

Pukul : 08.00 WIB

Setain dari subjek yang pertama Ismail Marzuki adalah yang paling

jelas dan relatif jelas secara panjang lebar memberikan penjelasan kepada

peneliti. Hal ini tampakny4 karena antusias Ismail Marzuki sendiri kepada

peneliti yang menurutnya Badan Amil Zakat ini perlu mendapatkan masukan

melalui penelitian-penelitian yang dilakukan agar dapat lebih meningkatkan

kinerjanya. Selain itu, menurutnya, apabila semakin banyak orang yang

menetiti Badan ini, maka semakin banyak pula orang mengenalnya sehingga

'u Wavvancara dengan subjek 4 pada tanggal 25 April 2009
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dengan adanya penelitian ini sebenamya secara tidak langsung ikut

memperkenalkan keberadaan Badan Amil Zakat di Kota Palangka Raya.

Menurut Ismail Marzuki selaku Bendahara Badan Amil Zakat Kc'a

Palangka Raya bahwa orang yang berhak menjadi petugas acu pengurus

dalam Badan Amil Zakat @AZ) adalah siapa saja, baik itu dari kalangan

pemerintah maupun masyarakat. Mengapa demikian, menurumya adalah

karena apabila dilihat pada posisi pamerintalr, pengurus akan dapai

melakukan kebiiakan-kebijakan yang diharapkan yang diharapkan nantinya

akan membantu kelancaran pelaksanaan kerja Badan Amil Zakat. Pengurus

dari masyarakat sendiri juga dipandang penting dan diharapkan terjalinnya

hubungan secara menyeluruh dengan masyamkat luas. Terutama dalam hal

ini adalah dengan masyarakat yang dipandang agniya (kaya) atau kaum fakir

miskin. Kata masyarakat di sini memiliki arti yang amat luas, artinya bisa

berarti para ulama. para cendikiawan muslim, kalangan akademisi,

pengusaha maupun yang lainnya. Dengan maksud bersama-sama mling

membantu demi kelancaran pelaksanaan Badan Amil Zakat seutuhnya.

Adapun tugas Badan Amil menurut Ismail Marzuki adalah temrang

secara jelas sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373

Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RJ Nomor 38 Tahun l99t)

tentang Pengelolaan Zakat" bahwa pada keputusan tersebut khususnya pad3

pasal 9 bagian kedua terdapat keterangan apa yang menjadi tugas, wewenanll

dan tanggung jawab Badan Amil Zakat baik itu Nasional, Provinsi,

Kabupaten^(ota maupun K":amatan. Jelasnya tugas Badan Amil 7-akat
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tersebut kata Ismail Mamrki adalah pengumpularL pendistribusian dan

selanjutnya pendayagunaan harta zakat.

Dalam mengelola harta zakat manajemen kerja yang digunakan

pengurus dalam Badan Amil Zakat ini adalah bahwa selama ini dilekukan

dimana hasil pendapatan atau pengumpulan di tahun sebelumnya

ditasharruftan pada tahun berikutnya. Sebagai conto[ pengumpulan harta

zakat pada ahun 2007 sekian jumlahnya lafu ditasharn{kan di tahun 2008.

Begitulah set6rusny4 kata ismail Marzuki.

Kemudian sebagaimana dalam KMA nomor 373 tersebut pada pasal

8 bahwa Badan Amil Zakat perlu dibentuknya Unit Pengumpul Zrrkat (I-JP.Z)

yang gunanya menjemput atau mengumpulkan baik harta zakat infaq

maupun shadaqah. Lalu di tahun berikutnya ditasharryfkan kepada 8

(delapan) ashnof sehgaimana disebutkan dalam Alquran surat at-Taubah

ayat 60. Selanjutnya di pasal 3l bab VI tentang pelaporan secara berkala

setahun sekali. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 20

KMA nomor 373 Tahun 2003.

Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat menurut Ismail Marzuki bahwa selama ini

hampir seluruhnya sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-undang

tersebut. Akan tetapi apabila dilihat dari keadaan saat ini khususnya di

Badan Amil T.akat Kota Palangka Raya banyak para pengurus yang kurang

kooperatif terhadap kelancaran kegiatan Badan Amil Zakat itu. Hal ini

disebabkan bahwa pengurus BaC,.n Amil Zakat banyak didominasi oleh
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orang-orang yang memilik-i kesibukan luar biasa. Memang apabila dilihat

dari luar, tampak bahwa Badan Amil Z*at be4alan dengan baik dan lancar,

tetapi apabila dilihat dari dalam banyak para pengurusnya yang masih /ar

proJil terhadap Badan Amil Zakat. Melihat keadaai seperti ini, para pihC'.

penyelenggaru zakat dan wakaf di Kantor Departemen Agama Kota

Palangka Raya telah mengusulkan kepada pemerintah agar kepengurusan

BAZ dikukuhkan sehagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor

3 73 tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan persoalan bantuan biaya operasional

dan gaji yang dircrima para amil zakat dalam mengelola harta zakat tersebut,

menurut Ismail Marzuki adalah anggaran kegiatan Badan Amil Zakat

bersumber riari dana APBN, APBD I, APBD II dan dana zakat bagian amil.

Akan tetapi saat ini tidak sepenuhnya anggaran tersebut didapat dari

pemerintah tersebut, hanya saja melalui proposal telah dibuat permohonan

agar dibantu untuk meringankan kegiatan para pengurus. Melalui

permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

dengan berbagai rentean penin8katan dimulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus

ribu) pada tahun 2000 hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti

sekarang ini (2009). Selain itu dalam fatwa zakat disampaikan bahwa

ketentuan hak amil utamanya selain digunakan sebagai honor amil maupun

untuk dana operasional, amil ditentukan tidak lebih dari 12,5 o/o dari hasil

pengumpulan.
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Besamya bantuan operasional dan gaji yang diterima amil zakat

adalah menurut Ismail Marzuki bahwa pada tahun 2008 lalu pengurus amil

zakat menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun

untuk gaji pengelolaan sebenamya tidak ada saat ini, akan tetapi yang ada

adalah honor yang diambil dari persentase pengumpulan harta zakat. Hal ini

s€mata-mata untuk menstimulasi agar kegiatan pelaksanaan kerja badan

Attt.il Z*at dapat terlaksana. Persentase itu ditentukan melalui rapat yang

sebelumnya bagi UPZ (unit Pengumpul Zakst) diberikan hak amilnya

sebesar 6 0/o dari jumlah yang mereka kumpulkan lalu bagi pengurus diambil

dari data operasional Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari total

pengumpulan UPZ tersebut.

Bantuan operasional tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota

Palangka Raya. Terkait dengan pengaturan bantuan biaya operasional dan

gaji atau honor yang diterima adalah menurut Ismail Mamrki hal tersebut

bukan merupakan tujuan utama. Akan telapi menurutnya tidak menutup

kemungkinan pada umumnya bahwa setiap orang iru ada kebutuhan untuk

mendukung hidupnya. Melalui hak amil yang diperoleh itulah, lattutnya,

adalah sebagai pengganti lelah dalam mengemban tugas meskipun nilainya

jauh dari standar honor yang seharusnya sebagaimana honor pegawai atau

karyawan. Sebagai contoh, pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mer€ka telah

mengumpulkan Z,aka\ lnfaq dan Shadaqah (ZIS), lalu mercka antarkan ke

Sekretariat BAZ dut sebagai pengganti ongkos perjalanan mereka ke lokasi

tugas ke BAZ, diberikan hal amilnya sebemr z 02.
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Adapun untuk mendapatkan bantuan biaya operasional tersebut,

prosedur yang ditempuh adalah hanya membuat proposal. Namun hal ini

menurut Ismail Maranki bukanlah hal yang rumit atau merupakan rintangan

yang memberatkan para pengurus Badan Amil Zakat.

Berkaitan dengan penyimpangan dana Bantuan Operasional

pengelolaan Zakat dan gaji para pengurus Badan Amil Zakat nienurut Ismail

Marzuki bahwa sepanjang yang ia ketahui belum pemah terjadi selama masa

bhaktinya. Menurutnya selama ini dana tersebut seluruhnya digunakan

sesuai dengan kebutuhan operasional Badan Amit Zakat *cara seutuhnya

yang dilandasi dengan bekerja secara suka rela tanpa meminta imbalan.

Begitu juga dengan persengketaan antar pengurus, menurut Ismail Marzuki

juga belum terjadi. Kendati hal tersebut pemah terjadi antar pengurus, semua

itu dapat dirundingkan secara kekeluargaan.

Ismail Marzuki selanjutnya menjeiaskan bahwa ada beberapa hal

yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengelola harta zakat serta

termasuk pula dengan pengelolaan dana bantuan operasional zakat. Faktor-

faktor pendukung tersebut menurutnya adalah bahwa dana bantuan

operasional itu diperuntukan sepenuhnya untuk keperluan operasional Badan

Amil Zakat @AZ) baik dalam hal hak amil maupun untuk kegiatan Badan

Amil Zakat (BAZ).

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan

pengelolaan harta zakat ini, menurut Ismail Mara-rki adalah masih kurangnya

dana Zak^t Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terk.'mpul bahkan kantor pun
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belum ada karena masih ikut dalam kantor Departemen Agama Kota

Palangka Raya. Selain itrr para petugasnya pun masih terdiri dari tanagayang

bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang

diharapkan. Seandainyq lanjut Ismail Mazuki, Badan Amil Zakil (BAZ)

memiliki kantor sendiri, pegawai tetap yang secam khusus menangani

persoalan zakat ini dan pengurus pun memiliki daftar para muzakki yang

teiap konsisten menyetor ke Badan Amil Z*at (BAZ) ini, maka hal-hal

tersebut meqladi pendukung dalam pelaksanaan tugas ini. trbih laqlut Ismail

Marzuki mengatakan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan tugas

merrka ini adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari

pemerintah.T?

f. Subjek 6

Nama : Drs. H. Muhammad

Jabatan : Kepala &ksi Pengumpulan Badan

Pelaksana Badan Amil T,akat Kota

Palangka Raya

Pendidikan Terakhir : S-l

Alamat : Palangka Raya

Tanggal Wawancara : 7 Mei 2009

Pukul : 15.00 WIB

Menurut H. Muhammad, tugas Badan Amil adalah melakukan

pengumpulan hurta zakat dari para orang-orang yang mampu mengeluarkan

7? Wawancara dengan subjek 5 psda tanggal 5 M€i 2fi)9
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harta zakat. Setelah melewati proses penghitungan para pengurus atau amil

zakat ini maka kemudian mendistribusikan harta zakat itu kepada orang-

orang yang berhak menerimanya. Tugas selaqiutnya adalah pendayagunaan

harta z*at. Pendayagunaan harta zakst ini menurut H. Muhammad adalah

agu Badan Amil Zakat ini tetap eksis dan bertahan. Adapun tugas

pengumpulan harta zakat tersebut, menurut H. Muhammad adalah tugas

utamanya dalam Badan Amil Zakat beserta dengan rekan-rekannya yang

lain.

Selanjutnya berkaitan dengan persoalan bantuan biaya operasional

dan gaji yang diterima para amil zakat dalam mengelola harta zakat tersebut'

menurut H. Muhammad adalah diperoleh melalui dana APBN atau APBD I,

APBD II dan dari dana atau harta zakat yang dikumpulkan oleh amil' Namun

untuk tahun 2008 a<lalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)' Istilah

gaji pegawai sebagaimana yang ditanyakan peneliti' menurut H' Muhammad

bukan dinamakan gaji untuk para pengunts, tetapi disebut honor' Honor itu

diperoleh melalui harta zakat yang telah dikumpulkan'

Besamya honor tersebut kata H. Muhammad ditentukan melalui rapat

yang sebelumnya untuk UPZ (unit Pengumpul Zakat) diberikan hak amilnya

sebesar 6%o dari jumlah yang mereka kumpulkan lalu untuk pengurus

diambil dari data operasional Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6% juga dari

total pengumpulan UPZ tersebut. Sebagai contoh lanjut H' Mrihammad'

orang-orang yang duduk pada Unit Pengumpul Z*at (I.-JPZ) mengumpulkan

Zakat lnfaq dan Shadaqah (ZIS). Setelah itu mer-^ka kemudian
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menganbrk-an harta zakal yang telah dikumpulkan itu ke Sekretariat BAZ

dan sebagai pengganti ongkos perjalanan mereka ke lokasi tugas ke BAZ,

mereka pun diberikan hak amilnya sebesr 6Yo.

Berkaitan dengan penyimpangan dana Bantuan Operasional

pengelolaan Z,akat dan gaji para pengurus Badan Amil Zakat menurut H.

Muhammad belum pernah terjadi selama masa bahinya. Menurutnya selama

ini dana tersebut seluruhnya digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional

Badan Amil Zakat secara seutuhnya yang dilandasi dengan bekerja secara

suka rela tanpa meminta imbalan. Begitu juga dengan persengketaan antar

pengurus, menurut H. Muhammad juga belum rcrjadi. Memang perselisihan

itu kadang bisa terjadi dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi untuk

urusan Badan Amil Zakat di sini, menurut H. Muhammad semuanya

tentunya dapat dirundingkan secara kekeluargaan.

H. Muhammad juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang

menjadi pendukung dan penghambat dalam mengelola harta zakat s€rta

tcrmasuk pula dengan pengelolaan dana bantuan operasional zakat. Faktor-

faktor pendukung tersebut menurutnya adalah bahwa dana bantuan

operasional itu diperuntukan sepenuhnya untuk keperluan operasional Badan

A.lfil Zakat (BAZ) baik dalam hal hak amil maupun untuk kegiatan Badan

Amil Zakat (BAZ).

Adapun faktor-fahor yang menjadi penghambat dalam kegiatan

pengelolaan harta zakat ini, tampaknya semua subjek memiliki pandangan

yang sama. Menurutnya masih kurangnya dana Zakat, lnfaq dan ihadaqah
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(ZIS) yang terkumpul dari para muzakki. Kesulitan yang dihadapi para

pengumpul atau disebut UPZ ini menurut H. Muhammad adalah kurangnya

perhatian masyarakat ter'hadap Badan Amil Zakat ini. Selain itu, masyarakat

juga masih belum dapat memberikan kepercayaan terhadap Badan ini untuk

mengelola harta, zakall mereka Bahkan di antara para muzakki merasa

khawatir, seandainya mercka mengeluarkan zakaaya tidak akan

disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanyq sehingga

mereka pun tampaknya lebih puas apabila harta zaV.atnya itu diserahkan

langsung kepada mustahik.

Hal ini juga berakibat, lemahnya manajemen Badan Amil Zakal itu

sendiri yang menyebabkan timbulnya penilaian negatif terhadap para amil di

Badan ini. Terlebih, kata H. Muhammad apabila di antara masyarakat Islam

ada yang telah membaca adanya indikasi-indikasi tentang penyimpangan-

penyimpangan terhadap harta zakat. Apalagi, misalnya indikasi yang terbaca

itu adalah hatta z ka.t itu didistribusikan kepada orang-orang yang tidak

berhak atau kepada keluarga-keluarganya, tanpa adanya laporan dan

sebagainya. Seandainya hal-hal yang disebutkan itu, kata H. Muhammad

adalah benar, maka tartunya akan me4iadi penghambat yang luar biasa

untuk kelangsungan BAZ ini.

Penghambat lainny4 bahwa Badan Amil Zakat masih belum

memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten menyetor ke Badan Amil

Zakat (BAZ). Bahkan kantor pun belum ada karena masih ikut dalam kantor

Departemen Agama Kota Palangka Raya. Selain itu para petugasnya pun



70

masih terdid dari tenaga yang bersifat suka rela sehingga hasil kinerja pun

masih jauh dari yang diharapkan. Seandainya" laqiut H. Muhammad, Badan

Amil Zakat (BAZ) memiliki kantor sendiri, pegawai tetap yang secara

khusus menangani persoalan zakat ini, maka hal-hal tersebut merfadi

pendukung dalam pelaksanaan tugas ini. Lebih lanjut H. Muhammad

rnengatakan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan tugas mereka ini

adalah adanya keterlamimtan dalam pencairan dana dari pernerintah. T8

g. Sribjck 7

Nama : Drs. Adri Nasution

Jabatan : Kepala Seksi Pendistribusian Badan

Pelaksana Badan Amil Zakat Kota

Palangka Raya

Pendidikan Terakhir : S-!

Alamat : Falangka Raya

Tanggal Wawancara : 10 Mei 2009

Pukul : 13.00 WIB

Melalui subjek ini, penulis tidak banyak mendapatkan dari subjek ini,

karena menurutnya apa yang telah peneliti gali melalui subjek-subjek yang

lain terutama dari subjek lainnya tidak jauh berbeda dengan yang

dipaparkannya sendiri. Hal ini tampaknya apabila dibandingkan dengan para

subjek lainnya memang terdapat k€samaan pqnikiran dan pandangan dalam

7E Wawancara dengan subjek 6 pada ranggal 7 Mei 2009.
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melihat tentang bantuan operasional dan gaji atau honor yang diterima para

pengurus.

Adri Nasution selaku ketua Seksi Pendistribusian harta zakat

rnerlgatakan dana bantuan operasional yang dipemleh setiap tahunnya pada

kenyataannya tidak sama. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan tahun

pengurus Badan Amil Zaka! menurut sebagaimana yang dikatakan Adri

Nasution, di sana tertulis bahwa dana bantuan operasional pada tahun 2fiX)

hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu). Untuk ahun 2009 ini

pengurus Badan Amil Zak^t telah menerima dana bantuan tersebut sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini lanjut Adri Nasution patut

dislukuri karena apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh

sekali berbeda.

Adri Nasution juga menjelaskan bah*a amil dalam mengelola zakat

mendapat bagian sebesar l2o/o. Bagian l2Yo ini adalah bagian hak amil

secara keseluruhan yaitu bagian antara yang dibagi dari Unit Pengumpul

Zakat (UPZ) scbcsar 6 % dari jumlah yang mereka kumpulkan dan bagian

untuk pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar 6Tojuga dari dana hantuan

opcrasional yang diberikan pernerintah. Jadi apabila diiumlahkan, kata Adri

Nasution adalah l2%.

Selarfuhya berkaitan dengan faktor-faklor pendukung dan

penghambat menwut Adri Nasution yang tampaknya sama dengan

penjelamn H. Muhammad sebelumnya bahwa sebenamya lebih banyak

faktor-faktor penghambat daripada pendukungnya. Hal yang pasti bisa
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dilihat adalah masih kurangnya dana Zakat lnfaq dan Shadaqah (ZIS) yang

terkumpul. Seharusnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya, Badan Amil

Zakat mestinya memiliki kantor sendiri, bukan seperti sekarang ini, kata

Adri Nasution. Maksudnya adalah kantor Badan Amil Zakat masih

menumpang dengan kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Faktor lainnya adalah pengurusnya pun masih Sumber Daya yang

dimilikinya pada rclatif yang masih rendah. Terlebih para pengurus yang

melaksanakan tugasnya juga masih bersifat suka rela sehingga etos kerja di

badan ini pun masih jauh dari yang diharapkan. Apabila Badan Amil Zakat

(BAZ) telah memiliki kantor sendiri dan pegawainya pun adalah pegawai

khusus yang secara khusus pula menangani persoalan zakat ini serta

pengurus pun juga memiliki daftar para muzakki yang tetap konsisten

menyetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini, maka semua itu akan menjadi

pendukung dalam pelaksanaan tugas ini.

Satu hal yang menjadi penghambat yang sangat dirasakan khususnya

oleh seksi pendistribusian, kata Adri Nasution adalah sedikitnya harta zakat

yang dikelola oleh para amil. Sedikitnya pendistribusian ini, menurut Adri

Nasution sebenamya tidak lepas dari sedikitnya pula penerimaan harta zakat

yang diterima oleh para pengumpul zakat. Akibatnyq petugas yang berada di

seksi pendistribusian pun tidak dapat membagikan harla zakat ini kepada

masyarakat Islam secara merata. 7e

7e Wawancara dengan subjek 7 pada tanggal l0 Mei 2009.
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Pendidikan Terakhir

Dra. Hj. Susilawati

Kepala Seksi Pengembangan Badan

Pelaksana Badan Amil Zakat Kota

Palangka Raya

s-t

Alamat : Palangka Raya

Tanggal Wawancara : 13 Mei 2009

Pukul : 08.45 WIB

Susilawati mengatakan dana bantuan operasional yang diperoleh

setiap tahunnya pada kenyataannya tidak sama. Hal tersebut dapat dilihat

Llalam laporan tahun pengurus Badan Amil Zakat, menurut sebagaimana

yang dikatakan Adri Nasution dan subjek-subjek lainnya kata Susilawati di

sana terhrlis bahwa dana bantuan operasional pada tahun 2000 hanya sebesar

Itp. 700.000,- (tujuh ratus ribu). Untuk tahun 2009 ini pengurus Badan Amil

ilakat telah menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah). Hal ini lanjut Susilawati patut disyukuri karena apabila

dibandingkar dengan tahun-tahun sebelumnya jauh sekali berbeda.

Susilawati juga menjelaskan bahwa amil dalam mengelola zakat

rnendapat bagian sebesar l2%o. Bagian 12% ini adalah bagian hak amil

secara keseluruhan yaitu bagian antara yang dibagi dari Unit Pengumpul

:l*,kat (lJ!,Z\ sebesar 6 % dari jumlah yang mer€ka kumpulkan dan bagian

,rntuk pengurus Badan Amil Zakal (BAZ) sebesar 6% juga dari dana bantuan

h. Subjek 8

Nama

Jabatan



operasional yang diberikan pemerintah. Jadi apabila dijumlahkan, kata

Susilawati adalah l2%.

Selarjutnya berkaitan dengan faktor-faklor pendukung dan

penghambat merlurut Susilawati yang tampaknya sama dengan penjelasan

Adri Nasution bahwa sebenarnya lebih banyak faktor-faktor penghambat

daripada pendukungnya. Hal yang pasti bisa dilihat adalah masih kurangnya

dana Zaka\ Infaq dan Shadaqah (ZlS) yang terkumpul. Seharusnya untuk

dapat meningkatkan kinerjanya, Badan Amil Zakat mestinya memiliki

kantor sendiri, bukan seperti sekarang ini, kaa Susilawati. Maksudnya

adalah kantor Badan Amil Zakat masih menumpang dengan kantor

Departemen Agama Kota Palangka Raya.

Faktor lainnya adalah Sumber Daya pengurusnya masih relatif

rendah. Terlebih para pengurus yang melaksanakan tugasnya juga masih

bersifat suka rela sehingga etos ke{a di badan ini pun masih jauh dari yang

diharapkan. Apabila Badan Amil Zakat (BAZ) telah memiliki kantor sendiri

dan pegawainya pun adalah pcgawai khusus yang secara khusus pula

menangani persoalan zakat ini serta pengurus pun juga memiliki daftar para

muzakki yaflg tetap konsisten menyetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) ini,

maka semua itu akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas ini.

Satu hal yang menjadi penghambat yang sangat dirasakan khususnya

oleh seksi pengembangan, kata Susilawati adalah sedikitnya h aftA zakat yang

dikelr,la oleh para amil. Sedikitnya harta zakat yang terkumpul ini, menurut

Susilawati menjadikan pengembangan harta pun tidak dapat dilakukan
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dengan baik. Pada pokokny4 kata Susilawati, sebenamya letak yang harus

diperbaiki terlebih dahulu adalah menanamkan kepercayaan masyarakat

Islam kepada BaCan Amil Zakal ini. Apabila kepercayaan itu timbul, maka

para amil pun akan rnudah mengumpulkan harta zakat tersebut. Tentunya

akan lebih positif pula pada bagian pengembangan. Dengan harta yang

dikelola begitu banyaft. maka pengembangan pun sangiat mudah dilakukan.80

2. Hasil Observasi terhadap Subjek Penelitian

Melalui beberapa data yang telah diperoleh baik ketika melakukan

wawancara atau pun di luar waktu wawancara tampaknya apa yang

dlsampaikan oleh para subjek sesuai dengan yang diperoleh ketika

melakukan observasi. Atensi masyarakat Islam di Kota Palangka Raya

tampaknya cenderung kurang terhadap keberadaan Badan Amil Z*at yang

dikatakan dapat mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan

diketahui dari adanya indikasi dari pengurus Badan Amil Zakat ini yang

tampaknya melaksanakan tugasnya tidak secara optimal.sl

Bahkan diperoleh pula dari masyarakat muslim Kota Palangka Raya

yang sengaja dalam penelitian ini dijadikan sebagai informan penelitian

tentang adanya penilaian bahwa harta zakat yang dikelola tidak

didistribusrkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya" namun

melalui in formasi yang diperoleh harta tersebut didistribusikan kepada

80 \,awancare dengan subjek 8 pada tanggal 13 Mei 2009
8r { bservasi pada tanggal 3 April - 13 Mei 2009.
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oftrng-orang terdekat mereka tanpa sehlumnya dilakukan uji kelayakan

untuk menerima harta zakat tersebut. 82

Menguatkan informasi ini, peneliti yang saat itu sedang melakukan

wawancara pemah mender^gar adanya pembicaraan sesama pengurus bahwa

harta zakat tersebut diutangkan kepada para pengurus 1'ang memerlukan.

Pembicaraan di antara s€sama pengurus itu diakui tidak dapat dibuktikan

secara empiris karena peneliti sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk

"membongkar" dokumentasidokumentasi atau setidaknya adanya berita

acara terjadinya penghutangan. Namun demikian, setidaknya melalui

pernbicaraan di antara s€sama pengurus itu mencukupi untuk menambah

logika observasi yang telah dilakukan. E3

Artinya penyelewengan ini tEmpaknya memang terjadi. Dengon

demikiaru tampaknya sangat wajar pula apabila Badan Amil Zakat tidak

mengalami kemajuan terlebih lagi untuk mengentaskan kemiskinan

masyarakat Muslim di kota Palangka Raya. 
e

Adapun berkaitan dengan dana bantuan operasional, tampakrya tidak

terbeda dengan apa yang disampaikan para subjek. Melalui studi

dokumentasi yang telah dilakukan memang dana bantuan operasional yang

rliperoleh setiap tahunnya pada kenyataannya tidak sama. Data{ata ini

diperoleh berda urkan observasi penulis terhadap data-data yang terdapat

dalam dokumer,tasi Badan Amil Z:,kal. Pad^ tahun 2000 dana bantuan

operasional pa*r tahun 2000 hanya sebemr Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu).

" Ibid.
It tbid.* Ibid.
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Kemudian meningkat dan sampai pada tahun 2009 ini peng:arus Badan Amil

Zakat telah menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

juta r rplah). 85

Apabiia dilihat dari data Jokumentasi itu arhil dakim niengelola zakat

mendapat bagian sebesar l2o/o. Bag;ian 12% ni adalah bagian hak amil

secara keseluruiran yaitu bagian antara yang dibagi dari Unit Pengumpul

Zakat (I.JPZ) sebesar 6 % ciai jumlah yang mereka kumpulkan dan bagian

untuk pengurus Badan Amil Zakat @AZ) sebe*r 60/o juga drn dana bantuan

operasional yang dib€rikan pernerintah. Secara keseluruhan berarti

berjumlah l2%.t6

Selaqlutrya terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat

dalam melaksanakan iugas keamilan di Badan Amil Zakat, tampaknya juga

bersesuaian antara data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang

diperoleh melalui observasi. Badan Amil Zal<at Kota Palangka Raya diakui

masih belum memiliki kantor sendiri sejak dibentuknya badan ini.

Sebagaimana diketahrri bahwa badan ini masrh menempati dan meminjam

kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya. Sumber Daya para amil

yang khususnya pada manajemen dan etos kerjanya sebagai amil masih

relatif rendah. Terlebih lagi para pengurusnya dipilih berdasarkan atas

kerelaan dan kelapangdadaan para pengurus masing-rnasing. 87

Intinya, fakto r utama yang menjadi pendukung dan penghambat

dalam kepengurusan Badan Amil Zakat ini menurut hemat penulis ketika

85 lbid.* Ibid.
81 lbid.



78

melakukan observasi adalah tergantung pada manusianya. Manusia yang

dimaksudkan di sini adalah terganhrng pada kinerja para pengurus atau amil.

Apabila g ara amil lebih giat menampakkan kesungguhannya dalam

:rengelola harta zakat, maka hal ini ineqladi pendukung untuk tercapainya

kemajuan Badan Amil Z^k^t Kota Palangka Raya. Sebaliknya aEabila para

pengunrsnya tidak menampakkan keseriusan dan kerelaan hatinya

sebagaimana ysng tertulis dalam mofto atau simbol Departemen Agama

yakni "lkhlas Beramal," maka tentunya meqiadi biang penghambat m4iunya

Badan Amil Zakat.

D. Pembahasan

l. Besar Brntuan Biaya Operasional Pengelolaan Z,ak^t drn Gaji yang
Diterima Oleh Para Amil Zsktt di BAZ Kota Palangka Raya

Para amil yang bertugas mengelola h?.rta zauat" sudah sepantasnya

mendapatkan bagian dari apa yang telah dilakukannya. Mereka berhak

mendapatkan bagian (gaji atau honor) sebagai penghargaan terhadap jerih

payah yang telah dilakrrkan. Agama sendiri seberiarnya iuga telah

membolehkan amil yang dalam hal ini adalah sebagai pengurus Badan Amil

Zakat untuk mengambil bagian baik dari bantuan dana operasional

pengelolaan zakat atau pun dari harta zakat yang telah dikumpulkan. Hak

amil ini sesuai dengan fiman Allah yang berbunyi :



"&*9i ..]Jis f&'4r,;t1 o,6,JJ.Jii,t';-it: .,sl*ti t;,1

t ,pi $it 4'i ,F ._J; w$iivuri_S
" n^"+a *,eii

Sesungguhnya zaknt-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-ora g mi5kin, pgngtras-pengurus zak4t, para mu.qllqf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam
perjolanar, sebogai sesuata ktetopon yong diwajibkan Allqh; datl
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.se

Satu hal yang menjadi penegnsan di sini bahwa amil berhak

mendapatkan bagian adalah karena dua lafal " al-'dmilina 'alaihd" adalah

para petugas yang diangkat oleh orang yang berwenang bertugas untuk

memungut harta zakat atau pengurus lembaga dan organisasi pengumpul

zakat.s Ayat tersebut dijadikar, dalil untuk menegaskan keberadaan amil

zakat adalah sebagai hal yang mutlak. Firman Allah selanjutnya yaitu :

d"Je dis e''ltit' - J,,

-- " 7:iil

J*t \ixY'ot t
I Jb

"'r+ U l;ti"lf;:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihlcan dan mensucikan mereko, dan mendo'alah untuk
mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah L{endengar lagi Maha Mengetahui.el

s 
Q,s. aj-TlubBh [9] ; 60.

8e Deparlenen Agam zRl, Al-Qur'a,h. 264.
teungku rvl. Hasbi Ash-Shi(.diqy, Talsir At-Qur'anut Mojid An-Nur, Senra'trng

PT, Pustaka Rizki Prrtr4 2000, Jilid 2, h. 1686.
erq.s. at=Tr ubah 191 : io3.
eDepartem:n Agam aRl, Al-( ur'an,h.213.

Kendati amil berhak me'rdapatkan bagian dari harta zakat dan dana

bantuan operasional dari pemerintah, namun Islam telah mengajarkan bahwa

79
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bagian tersebut tidak melebihi Can l2o/o pendapatan h^tta zaU,^t. Penentuan

bagian amil khususn;ra dalam Badan Arnil Zakat Kota Palangka Raya ini

tampaknya berada lel ih sedikit dari bagian yang ditawarkan beberapa tokoh

Islam. Salah satu di antara mcreka adalah Didin i{atidhuddin. Ia mengatakan

bahwa amil zakat berhak menerima bagian amil zakat secara penuh sebanyak

seperdelapan (1/8) atau 12,5% datjumlah dana zakat yang tetkumpul adalah

amil. Sedangkan bila sekedar Lajnah (kepanitiaan) biasa seperti yang biasa

terjadi sekarang, tidak berhak mengambil penuh jatah atau bagian amil zakat

(12,5o/o\, namun hanya sekedar uang administrasi, transportasi, atau uang

lelah yang jumlahnya bisa. lo/o atau 2o/o atau mungkin setengah dari bagian

amil zakat.e3

Para pengurus atau amil pada iladan Amil Zakat Kota Palangka Raya

tidak hanya sekedar kepanitiaan biasa, namun penunjukan para pengurus ini

berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang

pengelolaan Zakat yang kemudian diiringi Keputusan Menteri Agama

tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Selain itu Badan Amil Zakat

tingkat Kota/Kabupaten ini pun ditur$uk berdasarkan Surat Keputusan Wali

Kota Palangka Raya. Oleh karena itu jelas sudah hahwa kepanitiaan Badan

Amil Zakat ini bukan panitia biasa sebagaimana yang dibentuk di mesjid-

mesjid.

Bagian yang diperoleh amil pnda Badan Amil Zakat Kota Palangka

Raya dibagi kepada dira bagian. Unit Pengumpul Zakd (UPZ) memperoleh

" Didin Hufidud, in. Panduan Zola, h. 140- 142
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bagian sebesar 6 0/o dari jumlah yang mereka kumpulkan dan untuk pengurus

Badan Amil Zak^ (BAZ) mendapatkan bagian sebesar 60/o juga dari dana

bantuan operasional yang tiSerikan pemerintah. Secara keseluruhan berarti

berjumlah l2%.

Satu hal yang tampaknya disayangkan adalah apabila informasi yang

diterima tentang adanya di antara pengurus memiqiam dana zakat ters-ebut

adalah benar, maka hal ini akan mencoreng citra Badan Amil Zakat itu

sendiri. Para pengurus badan ini tampak layak disebut sebagai orang yang

tidak amanah. Dalam Islam orang yang tidak amanah adalah salah satu ciri

dari tanda-tanda orang munafiq. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi

Muhammad SAW yaitu :

Telah membicarakan kepada kami Siulaiman Abu ar-Rabi, ia berkata

telah membicarakan kepada lsmail bin Ja'far ia berkata telah

membicarakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu
Suhail dari Bapaknya dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bahwa Nabi
bersabda : Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, apabila berbicara ia

berdusta, apabila be{anji ia menyalahinya dan apabila diberi
tanggung jawab amtLnah ia mengkhianatinya. (H.R. Bukhari)

Pengkhiatan terhadap amanah khu: rusnya tenang pengelolaan hafia

zakat adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Orang yang scperti lnl

tampaknya tidak dapat diterikan amanat, apalagi amanat tersebut berupa

jabatan. Pelbagai cara akan dilakukannya untuk m€ndapatkan keuntungan

(,-rtr{r.!r) . jv',5{jt'if, Liel '';ri;Sek

pribadi, kendati pun uang yang digunak rn adalah hasil dari uang zakat
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orang-orang yang telah mengeluarkannya. Kemurkaan Allah ini pun tertuang

dalam firman Allerh berikut ini :

','orli ,&L,€rtiiti;;;li')ii'fit;,;i{i*r;a;fr tc-
Hai orang-crang yang berimarq jangallah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (uga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan. bahwa menjaga amanat adalah perkara

yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Bahkan apabila dilihat dari

segi urutannya, larangan mengkhianati amanat berada setelah larangan

mengi:.hianati Nabi. Begitu pentingnya menjaga amanat, Nabi Muhamamad

SAW pun memberikan peringatan kepada umat Islam agar selalu konsisten

menjaga amanat. Salah satu amanat yang penting untuk dijaga oleh pengurus

Badan Amil Z*at adalah mengelola dengan baik harta zakat kaum muslimin

dan mendistribusikannya kepada para mustahik di antara delapan golongan

atau kepada orang-onrng yang berhak menerimanya yang diketahui melalui

perluasan makna dari delapan golongan tersebut.

Orang yang tidak mer{aga amanat dengan baik, adalah orang yang

sangat kperan membawa kehancuran. Hal ini sebagaimana yang

disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sebagai berikut :

* q.s at-enfal 18: zz1
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(g.r LJr .1rr:) itur )alE dll
Membicarakarr kepada kami Muhammad ibn Sinan ia berkata
...berkata Rasulullullah : Mana orang yang saya lihat bertanya
tentang waktu." Orang yang bertanya tersebut menjawab : "ini saya
ya Rasulullah," Bersabdalah Nabi Muhammad "apabila waktu disia-
siakan, maka tunggr"rlah saat (keancurannya)." Orang tersebut
bertanya: "bagaimana yang disebut menyia-nyiakan waktu?"
Rasulullah menjawab : "apabila suatu perkara diserahkan kepada
orang yang tidak ahlinya (tidak arnanah), maka tunggulah saat
(kehancurannya). (H.R. Bukhari)

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Peml;agian Bantual
Biaya Operasional Pengelolaan Z-akst dan Gaji kepada Para Amil
Ta}at

Sebagaimana yang dikarakan para subjek di atu bahwa faktor-faktor

yang menjadi penghambat dalam kegiatan pengelolaan harta zakat ini adalah

masih kurangnya dana Z*a\ Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul dari

para muzakki. Hal ini disebabkan bahwa perhatian masyarakat kurang

terhadap Badan Amil Z*at ini- Selain itu, masyarakat juga masih belum

dapat memberikan kepercayaan terhadap Badan ini rmtuk mengelola harta

zakat mereka. Bahkan di antara para muzakki merasa khawatir, seandainya

mereka mengeluarkan zakatnya tidak akan disanipaikan kepada orang-orang

yang berhak menerimanyq sehingga mereka pun rampaknya lebih puas

apabila harta zakatnya itu diserahkan lnngsung kepada mustahik.

Keraguan masyarakat Islam terhadap keberadaan Badan Amil Zakat

ini sebenamya wajar, karena kinerja yang ditampilkalt para pengurus begitu

sangat rendah. Terlebih apabila benrr di antara paa pengurus ada yang
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meminjam uang zakat tersebut untuk kepentingan pribadi, tentunya hal ini

selain disebut hengkhiafiati amanat juga dis€but sebagai perbuatan y:rng

tercela. Oleh karena itu sangat wajar rpabila masyarakat Islam tidak

menaruh perhatian mereka kepeda badan ini. Kekhawatiran masyaiakat

Islam ini pun juga beralasan karena uang zakat yang dikeluarkan mereka

untuk kep€ntingan para mustahik, ditunda hanya untuk kepentingan tertentu.

Selain itq kendati pun tidak terjadi peminjaman oleh pengurus

terhadap uring zakat tersebut nariun dengan lemahnya manajemen Badan

Amil Zakat, menyebabkan timbulnya penilaian negatif pula terhadap para

amil di Badan ini. Terlebih lagi apabila di antara masyarakat Islam ada yang

telah membaca adanya indikasi-indikasi tentang penyimpangan-

penyimpangan terhadap pergelolaan hafia zakat. Apalagi, ,nisalnya indikasi

yang terbaoa itu adalah bahwa ha(a zakat itu didistribusikan kepada orang-

orang yang tidak bethak atau kepada keluarga-keluarga para ami[, tanpa

adanya laporan dan sebagainya. Penghambat lainnya, bahwa Badan Amil

Zakat masih belum memiliki daftar para rylrrzal(i yang tetap konsisten

menyetor ke Badan Amil Zakat (BAZ). Bahkan kantor pun belum dimiliki

badan ini. Pa€ p€tugasnya pun masih terdiri dari tenaga yang bersifat suka

rela sehingga hasil kinerja pun masih jauh dari yang diharapkan.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan di atai;, penulis sendiri

menilai bahwa inti faktor utama baik yang menjadi pendukung dan

penghambat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat ini adalah tergantung

pada manrrsianya. Manusia yang dimaksudkan di sini adalalr tergantung pada



kinerja para pengurus atau amil. Apabila para amil irri lebih giat

menampakkan kesungguhannya dalam mengelola harta zzkatl" maka hal ini

menjadi pendukung untuk tercapainya kemaju: n Badan Amil Zakat Kota

Palangka Raya. Sebaliknya apabila pra pengurusnya tidak menampakkan

keseriusan dan kerelaan hatinya sebagaimana yang tertulis dalam moto atau

simbol Departemen Agama yakni "Ikhlas Beramal," maka tentnr)'a menjadi

biang penghambat majunya Badan Amil Zakat.

Daiarn Alqufan Allah beberapa kali memberikan pesan kepada

manusia bahkan memerintahkan umat manusia untuk meningkatkan etos

kerja pada setiap hamba-Nya. Ayat-ayat Alquran tersebut dapat dikaji pada

firman Allah sebagai berikut :

95 ..gu:ie F'Hs rr-t I l+:..le'frii t- .t.tt4t-'
.-:./-{r rH

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memgerhatikan apa yang Telah diperbuatnya
untuk hari esok (akh irat) , . .

Pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk

selalu berpandangan progresif atau memiliki daya visic,ner untuk

menggantungkan cita-citanya setinggi langit yang kemudian dibuktikan

dengan semangat etos kerja yang tinggi. Cita-citzt yang tinggi dengan selalu

menatap masa depan bagi pengurus Badan Amil .Zakat adalah m.:ningkatkan

kesejahteraan masyarakal muslim yang berhak menerima zakat. ilebab tanpa

adanya santunan berupa zakat ini, para mustahik akan nrendapatkan

kesulitan dalam menjalani hidup yang semakin indivitiual ini. Keinginan

e5 n l-uasyr [59]: 18* Depanemen AgrmaRl, Alquran. h.799
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tersebut tidak akan pemah tercapai apabila para pengurus tidak noenampilkan

bukti keda mereka secara haksimal. Inilah salah satu alasan Allah

menciptakan manusia sebagai khatifah-Nya di muka bumi ini sebagaimana

fiiman-Nya yarig berbunyi :

Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di
muka bumi sesudah mereka, supaya kami memoerhatikan bagaimana
kamu berb'lat- e8

"...13 Fi"€!)"eja...
...Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik
amalnya...lm

Perbuatan atau segala aktivitas yang dimaksud dideskripsikan Allah

pada firman-nya yang berbunyi :

Semangat atau etos kerja yang tinggi itulah yang diinginkan Allah

pada firman-Nya di atas. Etos kerja yang dimaksud adalah untuk

memberikan manfaat kepada manusia" lingkungan dan alam sekitamya.

Tentunya bagi pengurus yang telah menyampaikan harta zakat kaum

muslimin dan selalu membuat pantauan t"rhadap penerima dalam

menggunakari harta zakat tersebut, dan kemudian melihat adanya perbaikan

dalam kehidupan para musahilq maka hal ini sudah dipastikan n enjadi

kebanggaan penguflrs amil zakat. Jelasnya, kehadiran Badan Aniil Zakat

e' Yunus fl01; 14.
e' 

Departemen Agam eRl, Alqurqn, h-281.
s uud 1t t1; 7.
l@ Departemen Agam aP.l. Alquran, h.758.

' @ Aj:,11 dS F.e *., b r-i'{r A+ "5,,t+ 
i,:



yang dimotori mereka temyata dapat memberikan manfaat kepada

masyarakat.

Semua ini tentunya t€rgantung kepada masing-masing pribadi para

pengurus. Kendati pun terCapat setumpuk peratltan, narnun apabila tidak

dilaksanakan, maka peraturan ters€but pun tidak dapat berjalan untuk

melaksanakan hukum. Namun demikian apabila kembali kepada ayat di atas

bahwa mengelola Badan Amil Zakat merupakan suatu amallat dan sebagai

amanat ia dlsebut pula sebagai ujiarL malci melalui uJian inilah Allah

menampakkan kepada manusia lainnya mana di antara mereka yang paling

baik kerjanya.

Orang-orang yang berbuat sesuai dengan amanat yang diberikan dan

tanpa mengebiri hak-hak oftmg setui mendistribusikan hak-hak pan,

mustahik adalah sama menyalurkan kasih sayang Allah yang dilalui dengan

tangannya. Orang-orang seperti ini adalah sama dengan memakmurkan bumi

Allah. Hal itu sesuai dengan firman Allah berikut ini :

'o'...\i);{j;:.1ua'tf ii 3 rI-x'i 7
...Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (ta;ah) dan menjadikan
kamu pemakmumya...lo2

Kata "pemakmuran" pada terjemahan di atas menandakan bahwa

tujuan Allah mendelegasikan manusia ke muka bumi, selain untul

kepentingan beribadah kepada-Ny4 juga untuk memakmurkan dunitL

d€ngan semangat etos kerja tinggi dengan menaburkarr kebaikan dart

'o'Hud1ll1: 6t.
r02 Deprtemen Agama Rl, Alquran, h. 3OG307
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ro3abi Abdillah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain F&khruddm ar-Razi, o/-
lllafuhnlf 'lln al-Uhnl, Jilid U, Beirut-L€banon: Dar al-Kutb al-'llmiyaL 1999, h. 282.

manfaat kepada sesama manusia dan alam sekitar. Salah satu dari semua itu

adalah mengelola harta zakat dan mendistribusikannya kepada para

mustahik secara t€pat, benar dan jujur.

E. Keberadaan Bailan Amil Zikat (BAZ) dalam patrdt,rgan Uslial Fikih

Bahasan t€ntang keberadaan Badan Amil Zakat dalam pandangan

itshul fikih tampaknya sudah menjadi kemestian dalarn setiap p€nelitian

yang berkaitan dengan hukum Islam (fikih). Di antara teori ushul irkrh yang

tampaknya tcf,at digunakan dalani pembahasan ini adalah rnetode t toshldbol

dan metode zari'ag. Pentiagnya pembahasan penelitian dikembalikan pada

ushul ftkih Qrasddbd! dan Za/t'a} yaflg dikenal pula sebagai metodologi

hukum Islam adalah untuk mengetahui keabsahan hasil penelitian tersebut,

sehingga melalui pandangan dua metode dalam metodologi hukum Islam ini

kepasian hukum khususnya berkaitan dengan keb€radaan Badan Amil Zakat

dapat diketahui.

l. Badrn Amil Zaket @AZ) dalam Pandengan Mashlolal

a. Sekilas tentatg Mashla/a1

Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bahwa metode mashlafual

adalah metode yang populer di kalangan para pakar hukum Islam sebagai

sebuah upaya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu

kemudaratan beserta sararia-samna yang menyertriinya.lo3 Metode ini

dihasilkan dari perdebatan panjang dan cukup rumit sampai akhirnya layak

menjadi metode dan dapat diterima di setiap kalangan para pakar u:hul frkih.
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t*Abu zahrah, 1997, Abrl Honifuh : Hayah,lru wo 'Ashntht- -4rd'uhu wo Fiqhuha,
Cet l. Kairo: Dtu al-Fik alrArabi, h.209-314.

'"saifuddin Abi al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ah ibn Muhammad al-Amidf, al-lfrfuan f
Ltshnl al-Af;knn, ltlid II Juz lV, B€i.ut-Libanon: DEr al-Fikr, I996, h. 308.

r6lmem al-Haramain Abr al-Ma'eli Abdul Malik ibn Abdutlah ib: Y0suf al-
Juwaini. al-Burhdn f ush al-Fiqh, Juz II, Cet I, Beirut-Libanon: Dnr al-Kutb al-'llmiyatr.
1991 , h. 161.

ro?Muhammad Sa'id Ramadhan Bfiln, DhawAbih al-Mashlabalf osy-Eari'o! al-
lslaniya!, Cet. vl,Beirut-Lebaron; Mu'assasat ar-Ris aL 2001, h.330-331.

\oE Istifisdn baru digunakan Imam Hanafi apabila solusi fikih yang dihasilkan dari

metode Qiyds snlit dilaksanakan dan bahkan b.ant,fl,gian dengan kemaslahatan umat Islam.
Oleh karena itu yang dimaksud dengan rri4tAa di sini adalah meninggalkaD qt aslali untuk
melaksanakan 4iyds khaJi karena adanya dalil atau motivasi hukum yang lebih tinggi untuk
mewujudkan kebaikaii kepada pelaiisana likih (au*zllS). Penjelasan t€ntaiiSi metode ini
dapd dilihar dalam Husain Muhammad Mallah,al-Fafiwd: Nosy'atuha wa Tothqwwu'uha'
ushilut".o wq Tathbiqatuha, l]uzl,Cet.l,BeiruL al-MaldabE! al-Ashriyal 20O1, h. 13:-135.

'*Muhammad Sa'id Ramadhen Bntn, Dhawdbith al-Mashlafua!, h. 57. Infrrrmasi
ini juga dapat dilihat dalam Mushthafa Ahmad Zarq4 Huhtm lslam & Perubahan ::osidl:
Studi Komparotil Delapan M-hab,Diterjcmahkan ole*r Ade Dedi Rohayana d&ri bu[:u asli
yang berjudul "al-lstishleb wa Mashalih 8l-Mu$ala! fi asy-Syaria! al-lslamiya! wa Ushul
Fiqh," Cet. I, Jakarta: Riora Cipta, 2000, h. 69.

Dalarn mazhab Hanafi tidak ditemukan adanya metode mashlabot-

sebagai salah satu metodologi fikih mazhabnya.'* Hal ini tampak !€suai

dengan penelitian yang dilakukan al-Amidl dari kalangan mazhab iyaf i

bahwa mazhab Hanafi tidak meaggunakan mashlaba! iebagai metode

fikihnya.ros Pendapat ini tampak berbeda dengan al-JuwainT. Sebagai

pendahulu al-Amidi, al-Juwainy telah melakukan penelitian serupa yang

justru menemulian bahwa para pakar mazhab Hanafi sebenarnya

menggunakan isiidldl.t% Sikap mazhab ini dapat dibuktikan ketika

terjadinya perdebatan antara Imam Hanafi dengan ibn Abi taila dan al-

'Auza'i, bahwa Imam Hanafi banyak mendasarkan pikirannya di atas

kemaslahatan.loT Bedanya mazhab ini tidak menamakan metodenya sebagai

mashlafoal, namun dis€but dengan istilah lain yaitu istihsdntoB sebagaimana

yang sering digunakan Imam Hanafi ketika berdiskusi dengan para pakar

dalam mazhabnya.l@
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Selanjutnl,a pakar ush l fikih yang secara eksplisit menyatakan

t rashldbdl sebagai metode fikihnya adalah Imam Malik beserta para pakar

dalam mazhabnya.llo Kecenderungan Imam Malik terhadap metode in'

karena kekagumannya terhadap metode {ikih Umar ibn Khathth6b yang

banyak menyelesaikan persoalan-persoalan fikih berdasarkan metode

mashlafual. Pakar selanjutnya yang mengikutijejak mazhab Maliki ini adalah

mazhab Hambali. Perbedaan di antara kedwmya hanyalah pada urutan

peletakan metode (turtib al-manahij) fikih. Mazhab Hambali tidak

menggunakan nras hlafoal sebelum menggunakan ,rr.,.t sL Hadis, Hadis Ahad,

fatwa sahabat, Hadis Mursal dan Khabar yang tidak mencapai derajat sahih

dan kuat. I ll

Imam Syaf i atau para pakar dalam mazhabnya memiliki sikap yang

tidak jelas.u2 Di antara para pakar dalam mezhab ini pun tefjadi perbedaan

pendapat. Al-Amidi tidak mengakui mashlafual sebagai salah satu

metodologi fikih mazhab Syaf i,rr3 namun berbeda dengan al-Juwainl yang

menyatakan siapa pun yang mengikuti perkataan Imam Syaf i, maka tidak

ditemukan perkataannya berkaitan dengan ashal. Justru sebaliknya, Imam

rr\4uhammad Said Ramadhin B;ittti., DhowAbith al-Moshlabsl-, h. 319. Husain
Muhammad Mallah, at-Fatawd: Nasy'atuha, Juz II, h. ,186. Mushthafa Ahmad Zarq4
Hu*un islan,h.66.r Abu Zahrah, Ibn Hanbal: Hay&uhu ua 'Ashrulnt- Ard'uhu wq Fiqhuhu, Cet I,
Kairo: Dir al-Fila al-'Arabi 1997, h. 230-231.

ff2Apabila meneliti kembali isi Ar-Risdlat- lmam Syaf i benar adanya bahwa ia

tidak mencantumkan nashlaSal sebagai salah satu m€tode fikihnya. Lebih rincinya dapat

dilihat dafam Muhammad ibn ldn-s /.--Syaf i, ar-RtsAla!, lt-sito: DEr al-Tura5, 1979.

"tsaifuddrn Abi al-Hasan 'Aii ibn Abi'Ali ibn Muhammad alAtni&, al-l&dn ft
Usirl,. Jilid ll Juz Iv, h. 308.
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Syaf i selalu mengaitkan hukum-hukum fikih tersebut dengan nilai-nilai

mur s al a I (gtublik).1 | a

Al-GhazAlI tampaknya memiliki perspektif yang sama dengan al-

Juwaini. Kendati ia memandang bahwa mashlabat termasuk metoCe a/-

mauhfrmal (sangkaan, tidak pasti), namun dari hasil penelitian yang

dilakukannya bahwa apabila mashlafoal ini digunakan untuk memelihara

maksud syarak (z aqdshid asy-syari'a1), maka tidak ada ruang untuk berbeda

pendapat bahkan merupakan kewajiban untuk mengikuti melode mashlafual

itu. Walaupun masih terjadi perbedaan, namun semua itu hanya mungkin

terjadi ketika mencari yang te;kuar Qa|lb) di antara dua kemaslahatan yang

masih berkontradiksi.r 15 Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa mazhab

Syaf i sebenamya menerima rnetode mashlahaL bahkan lmam Syaf i

sendiri.rr6 Memperhatikan semua pendapat di atas, tampaknya dapat

dikatakan bahwa para pakar ushul fikih khususnya dari kalangan sunni

menerima mashlafual sebagai metode dalam penggalian kasus-kasus hukum.

b. Keberadaan Badan Amil Zakat

Apabila melihat kembali keberadaan Badan Amil Z,akat (BAZ)

beserta tugas-tugas para para amil di dalam badan tersebut, maka kehadiran

Badan Amil Zakat ini berhrgas sebagaimana dalam Keputusan Menteri

Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

rrnlmam al-Hammain Abi at-Ma'ElI Abdul M ik ibn AHullah ibn YEsuf al-
luwair|i, al-Burhan f ushnl . h. 16l .

'rtAbi Hemid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazeh, 2000, ai-
Mustashfr f 'lln al-llshnl, P€ntashih oleh Muhammad 'Abdussalam 'AMulsani Beirut-
Libanon: Dar al-Kutb al-'llmiyah, h. 179.

rr6Husain Hamid Hasar\ 1971, liehoriya! ql-Masuabal- f al-Fiqh al-lslani,
Kairo: Dar an-Nahdhal al-'Arabiyal h. 3lG314.
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Nomor 38 Tahun 1999 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (l)

menyebutkan bahwa :

(l) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang
dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan
pemerintah dengan tugas mengumpulkan. mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. '''

Berkaitan dengan tugas amil di atas, Ahmad Azhar Basyir juga

mengemukakan bahwa amil zakat adalah :

I . Orang yang bekeda untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
2. Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
3. Orang yang menyimpan harta zakat.
4. Orang yang membagikan kepada orang yang bethak

menerimanya. ll8

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbafr menerangkan bahwa

amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat,

mencari dan menetapkan siapa yang berhak menerima lalu membagikanrrya.

Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap

zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka

yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mercka.l le

trbih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata kJ,

('alaiha) dalam kalimat kJ, .d,blrr (wal 'amilina a/aiha,) memberi kevm

bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan bersungguh-

sungguh sehingga mengakibatkan keletihan. Ini karena kata $ ('ala)

mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu, Penggunaan

' '? Depanemen Agam a Pil. Petaturdn Perundang-lJndangan , h.25.
"'Ahmad Azhar Basyir, Hulatm hk t, Yoryakafial- Majetis Pustaka Pimpinan

Pusat Muhammadiyah, 199?, h. 76.
lrn M. quraish Shihab, @sir Al-Misbdh: Pesqn Kesan dan Keserasian Al'

Qur'o4 laka*a:- Lentera Hati, 2004, h, 629-



93

rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk pam pengelolq memberi kesan

bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal.

Pertama" karena upaya yang mereka lakukan adalah berat, dan kedua karena

upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.r20 Jela:ny4 amil zakat

adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang

berkaitan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan,

membukukaq menyimpan dan memelihara serta mendistribusikan zakat.

Apabila keberadarin dan tugas amil ini sebagaimana yang telah

disebutkan di atas, kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas amil dalam Badan

Amil Zak&t termasuk dalam ruang lingkup mafihiin /h atau disebut

berkaitan dengan perbuatan-perbuatan nukallaf (orang yang telah cakap

berbuat hukum).r2t Perbuatan-perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan

yang secara materi menjadi sebab ternujudnya hukum syarak.l22 Sebagai

hukum syarak perbuatan-perbuatan ini dapat bersifat tuntutan untuk

dilaksanakan, tuntutan untuk ditinggalkan, atau hanya sebagai pilihan untuk

dilaksanakan atau ditinggalkan.'" O*rg-orang yang mengelola harta zakat

dalam perspektif mabkwn frt adalah orang yang mesti mengetahui dengan

baik tentang seluk belukl2a dan cakap menggunakanl2s harta zakat tersebut

agar dapat didistribusikan kepada para mustahik.

tx lbid.h.63t.
r2fAbu zahrah, llshnl al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, Tth, h. 249. wahbah

Zr$aili, Uslril al-Fiqh al-lsldmi, luzl;Dxaaskus-Suriah: DEr al-Fik, 2001, h. 132.
l22Muhammad Zaksriya 8l-Bsrdisi, lJshnl al-Fi4h, Mesir; Der a&.NaMha! al-

'Arabiya! 1 9, h. l2l. Lihat puls dalam Amir Bad Syah, Toisir al-Tafuir, Jilid Il, Mesir:
MushtalE al-Bab al-Ealabl 1351, h. 148.

r2rMuhammad Zakariya al-Bardisi, Ushil al-F:,h,h.121. Abdul Wahh6b Kltallaf,
'|ln Ushnl,h. l2E.

r2a16r'.d Lihat pu la dalam Walbah Zulaili , L.ls hnt al- Fiq h, !!z l. h- 133 -
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Apabila kebcradaan Badan Amil Zakat dapat mengentaskan

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam, maka hal ini

tentunya sejalan dan senafas dengan misi yang dibawa metode mashlahal

yang khusus beroperasi dalam mendatangkan kebaikan dan mcnolak suatu

kemudaratan beserta sarana-sarans yang menyertainya.l26 Bahkan upaya

yang dilakukan melalui Badan Amil Zakat ini tidak jauh berbeda dengan

sebuah upaya untuk menegakkan kehidupan manusia secara sernpuma yang

dapat pula membantu tercapainya keinginan-keinginan baik bersifat

syahwdtt riau1sn aqlt manusia.r2l

c. Badan Amil Zakat dalam Ruang Lirgknp Moshlalol

Dilihat dari segi eksistensi atau keserasian kernaslahatan dengan

syaralg para pakar ushill fikih membagi metode organik ini ke dalam tiga

(nacafi. Al-ma.slldbd! dl-t iu'tdbdta! l,,.ilai kemaslahaan dalam suatu

persoalan didukung oleh syarakl,r28 ai-mashlafoal al-mulghal lnilai

kemaslahatan dalam suatu persoalan ditolak oleh syarakl,r2e dan a/-

'ttAbdul wahhab Khalldf, 'llm ushnl, h. 130. Lihat pula dalam wabbah Zuhaili
Ush al-Fiqh, luz l,h. 134-

t'z6Abi AMillah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Falhrudfin ar-Razr, ql-

Mabshirl, h- 282.

'"'Abi lsheq lbrahim ibn Musa al-Ghamethi asy-Syathibi, al-Mnw4foqal;fi Ushnl
al-4hknn, penta'lik Muhammad al-Khudri al-Husain at-Taulisi, Jilid l, Juz It, ttp: Dar al-
Fik, TttL h. 16.

'2tAbi Abdilhh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddin al.R[Zi, al-
Mabthnl, h. 500. Saituddm Abi al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad al-Amidt, a/-
lbkdn I Ushnl. h. 190. Lihat pula dalam AMul Qadir Badran ad-Dimasyq, al-Madkhdl ila
Md.hrrb al-lnam ibn Hanbal, Beirut-Lebanoni Mu'assasa! ar-fusal8l 1401, h. 293.

'2'Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn lluhammad 
"i-Ghazall, 

al-
Musrashfi, h. l?4. Ali Easballrh, lJshrl ot-Tatyri al-lsrrrni Kairo: Dar al-Fik al-'Arabr.
1997, h. 138.
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mashlabo! a!-mursala! [nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak

didukung dan tidak pula ditolak oleh syarakl.r30

Istilah Badan Amil Zakat adalah suatu persoalan yang tidak terdapat

di dalam nas baik Alquran, Hadis, atau pun melalui hasil penelitia.r para

pakar usftfl fikih. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa keberadaan Badan ini

beserta kemaslahatari yang menyertaifiya tidak didukung dan tidak pula

ditolak syarak. Keadaan seperti ini dapat menunjukkan bahwa kemaslahatan

Badan Amil Zakat masuk ke dalam ruang lingkup kaili^tr dl-mdshldba! al'

mursala!. Didukung atau tidaknya kemaslahatan Badan Amil Zakat ini akan

diketahui setelah melewati kajian Badan Amil Zakat dalam ukuran standar

mashlabalbenkut ini.

d. Badan Arnil Zikst d,rlam Uklrren Stand,,r MdshldLu-

Para pakar z.rftnl fikih menentukan beberapa ukuran standar yang

dapat dijadikan sebagai pedoman ketika menghadapi suaru persoalan hukum

terlebih pada persoalan-persoalan baru atau dalam ruang lingkup a/-

mashtaf;al al-ntursalal. Beberapa ukuran standar tersebut adalah setiap

persoalan yang dipandang memiliki kemaslahatan mesti mengandung

kemaslahatan primer (dhararl.ya[,13\ bersifat pasti (SathT) dan

"owahbah zubaili ush al-Fiqh, ruzfi,h.753.
"'Dharirgal adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok

dalam memelihara kemaslahatan baik agama atau pun dunia, APabila kemaslahatan tersebut

tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan nalsadal (kerusakan atau kemudaratan)

sehingga dari hal ini dapat mengakibatkan kehidupan manusia menjadi cedera. Lebih
jelasnya lihat dalam Abi hheq Ibrahim ibn Muse &l'Ghamethi asy'Ss-lhibi, al-Muwafaqqt-li
ush . filid t, Juz. ll, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Bad"wi, Ma4ahid ds-

Sydri'a!'inda ibn Tdiniyah, Yofianiai DEr an-Natris, h.63.
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kemaslahatan tersebut dapat mengayomi kepentingan umum (bul/4.132 Pakar

lain yang tampak senada dengan pendapat di atas menyatakan kemaslahatan

tersebut mesti bersifat primer dan pasti, dapat diterima akal sehat (ma'qfrl)

dan bukan yang bersifat khayalan serta berlaku untuk semua golongan.l33

Bahkan kemaslahatan yang dikandung suatu persoalan tersebut tidak

bertentangan dengan nas dan hasil ijmak.r3a

Ukuran standar yang pertama menyatakan bahwa setiap persoalan

yang dipandang memiliki kemaslafuItan harus menganduflg kemaslahatan

primer (dharfiriyya!. Diakui, kemaslahatan yang dikandung Badan Amil

Zakat secara sekilas tampaknya tidak mencapai pada tingkat kemaslahatan

yang bersifat pimer (dhornriyya[, melainkan hanya pada tingkat sekunder

(bjryo\"t atau bahkan hanya tingkat kemaslahatan tertier (tahsinlyyaff.t36

Disebut demikian karena tanpa adanya Badan Amil Zaka! masyarakat Islam

masih bisa menyalurkan harta zakatnya ke masing-masing pihak. Artinya

tanpa kehadiran Badan ini tidak sampai mengakibatkan cacatnya kehidupan

masyarakat Islam. Persoalannya hanyalah, apabila harta zakat tersebut

disalurkan secara individual tampaknya tidak sampai menyelesaikan

t'2Abl Hemid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al'GhazAll, al'
Mustashjd, h- 176-

IrrHusain Muhammad Msllah, al-Falowa: Nasy'atuho, luz ll, h. 494.

'raAbdul wahheb Khs;ttdf,'tln ush l,h. t30-

"t HAiilyrl adalah kemaslahatan yang dip€rlukan untuk menghindari kesulitan
(nasyaqqat) dan apabila kebutuhan tersebut tidak terponuhi maka sarnpai merusak

kehidupan manusia. Lebih jelasnya lihat dalam Abi lshaq lhnhim iba M[se al-Ghamethi
asy-syathibi, af-Muwafaqalfi Ushal, Jilid l, luz. tl, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad

Muhammad Badawi . Mqdshid as-Syari'at- 'inda ibn Taimiyah, Y otdania:. Dar an-Na6is' h.

66.

"6Tahsiniyyal adalah kemaslahatan penunjang dan sebagai p--ryempuma dua

kemoslahtan s€belumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit

apalagi sampai merusak kehidupan manusia. Lihat lbid-
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problem kemiskinan khususnya di Kota Palangka Raya dan hal tersebut

dapat dikatakan sebagai persoalan yang membuat kehidupan masyarakat

Islam menjadi sulit serta tanpa solusi.

Mempertimbangkan keadaan demikian dan sebagai upaya preventif

bertambah besarnya kesulitan itu yang berakibat disebut sebagai

kemudaratan, maka tampaknya kebutuhan terhadap kehadiran badan Amil

Zakat sangat diperlukan bahkan berada pada tingkat dh"*Wol. Terlebih

apabila mengkaji kembali manfaat-manfaat yang diperoleh dengan adanya

Badan Amil Zaka! sehingga harta zakat masyarakat Islam yang memiliki

kekayaan itu dapat dikelola dengan profesional. Keadaan seperti ini t€fltunya

menimbulkan pula kemaslahatan yang bersifat pasti (qalhT) dan bukan

bersifat meraba atau khayalan. Hal ini dapat dibuktikan baik melalui fakta

rasio (normatif) atau melalui fakta empiris (sosiologis) bahwa adanya Badan

Amil Zakat bukan hanya sekedar melaksanakan titah Undang-Undang

Pengelolaan Zakat, namun jauh dari hal tersebut adalah untuk memberikan

manfaat secara nyata (reat) dan penuh kepastian kepada masyarakat Islam.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemaslahatan suatu persoalan

khususnya tentang badan Amil Zakat mesti dapat mengayomi dan

merepresentasi kepentingan umum (ftzIli). Kota Palangka Raya adalah

sebuah provinsi yang besar dengan jumlah penduduk yang cukup banyak

pula, maka kepentingan dan kemaslahatan Badan Amil Zakat juga berguna

untuk kepentingan masyarakat banyak. Menurut ukuran standar yang lain

bahwa dalam mempertimbangkan suatu kemaslahatan, mesti d:Jastikan
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kemaslahatan tcrsebut dapat drjangkau dan tidak bertentangan dengan akal

sehat. Apabila melihat beberapa deskripsi tentang manfaat adanya Badan

Amil Zakat di sana telah dapat diketahui apakah kemaslalratan yang diraih

dapat diterima akal sehat atau sebaliknya.

Beralih pada ukuran standar terakhir yang menyatakan bahwa suatu

persoalan -seperti Badafl Amil Zakat- m€sti kemaslaftatan yang

dikandungnya tidak bertentangan dengan nas dan ijmak. Sampai sekarang

belum ditemukan adanya nas-nas atau hasil kesepakatan para ularna (ijmak)

yang mengharamkan Badan Amil Zakat sebagai mrana pengelolaan harta

zakat. Begitu pula sebalikny4 tidak pula ditemukan adanya teks-teks nas

yang mendukungnya secara eksplisit. Namun apabila dikaji dengan

menggunakan metode induktif, tampakflya generalisasi dari hasil kajian ini

menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat mendapatkan dukungan melalui

semangat atau spirit yang ada dalam Alquran. Bukti dukungan itu, dapat

dilihat kembali dari hasil konsultasi Badan Amil Zakat dengan beberapa

ukuran standar di atas. Semuanya memandang bahwa Badan Amil Zakat

sebenamya mengandung kemaslahatan primer, pasti, berlaku untuk umum

dan sejalan dengan alur logika Alquran dan manusia.

Sampai di sini tampaknya tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa

Badan Amil Zakat bertentangan dengan nas. Terlebih lagi tidak ditemukan

adanya teks-teks Alquran yang menolak kehadiran Badan Amil Zakat ini.

Berkaitan dengan hal ini, para pakar ushdl frkih Syaf iyah merumuskan satu

kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut :
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Asal pelbagai sesaatu adalah dibolehkan sampai adanya dalil
(pe t unj u k) y ong me n ghorom kon me I aku kamy a.

Kemungrinan terbesar adanya dalil (petuqiuk) yang menyebabkan

Badan Amil Zakat dilarang apabila kehadiran Badan Amil Zakat tidak

senafas dan bahkan mendatangkan kemudaratan baik pada pemerintah atau

pun pada masyarakat Islam Kota Palangka Raya. Namurl apabila

masyarakat Islam Kota Palangka menginginkan tetap eksisnya Badan Arnil

Zakat, maka hal yang terpenting dilaklkan sejak saat ini mesti

menghrtangkan atau setidaknya mengendalikan dan mengurangi faktor-

faktor penghambat dalam pengelolaan harta zakat dalam Badan Amil Zakat.

Fafttor-faktor penghambat di atas disebut sebagai suatu kesulitan

bahkan disebut pula sebagai kemudaratan. Kemestian untuk menghilangkan

kemudaratan di atas, para pakar ushfrl fikih menyatakan dalam salah satu

kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut :

tl.
,3, J(i,;A\

Ke mudaralan me s t i d i hi langkan

Kendati tidak semua kemudaratan dapat dihilangkan sec.ra total,

namun dengan tetap berupaya secara maksimal untuk mengendalikan sampai

hilangnya kemudaratan tersebut, para pakar ushill frkih juga menyuguhkan

'"Jaleludfrn AMurrabman ibn Abi Bakr as-suyalhi, al-Asyboh wo a*Nazhdir f
o/-Fani', lndonesia: Taha Putera Semarang, Tth, h, 43.

'38tbid., h.59. Lihat pula dalam Ali Ahmad an-Nadwi, al-Oawaid al- Fiqhiyqli
MafhnnuhQ Nasy'aluhd, Tathqv$turuhA Difisa! Mta qfilihd, AdaltdtuhA Muhimmaruha
Tathb-rqatuha,Danwskus: Dar al-Qalam, 2000, h. 136.



r00

sebuah sikap dan dituar,g dalam sebuah kaidah fikih yang tertulis sebagai

berikut :

"' fl(Jt * q f*"i.'r:l J)t v',6\ l j'
Menolak pelbagai kerusakan lebih urama (lebih didahulukan)
daripada mengambil pelbagai kemaslahatan

Pentingnya penolakan kerusakan yang diakibatkan dari kurangnya

Sumber Daya Manusia dan integritas iman pam pengurus dalam mengelola

harta zllkat serta hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan rusaknya citra

Badan Aniil Zakat ini sebagaimana yang diuniikan pada bagian pengh*nbat

pengelolaan hafta zakat di atas, maka menghindari kemudaratan-

kemudaratan itu lebih diutamakan. Bahkan wajib dilakukan.

2. Bedan Amil Zakat (BAZ) dalam Pandangat Dzari'ah

a. Sekilas tentrag Zarfa!

Pakar whil fikih yang banyak memfokuskan perhatiannya kepada

zarT'd! adalah Imam Maliki dan para pakar dalam r,razhabnya.r{ Bahkan

Imam Malik sendrri banyak mengemukakan persoalan fikih yang

menghabiskan beberapa bab dengan menggunakan melode larl'a1.tat Pakar

selanjutnya adalah Imam Ahmad ibn Hambal. Dalam kerangka metodologi

yang dibangunnya dan kemudian dikembangkan oleh para pakar dalam

'1" lbid., h.207. Bandingkan dengan T.M. Hasbi ash'Shiddieqy, Falsa/ah Hulon
/s/aa, Semamng: Pustaka Rizki Putr8,200l, h.310. Lihal pula dalam Mukhtar Yahya" et
al., Dasor-Dasor Pembinaan Hukum Fiqh Islami,Bar.dung: al-Ma'aril 1993, h. 486.

'*Abu Zahrah, Llshnl al-Fiqh. h. 227, wahbah Z$ai!t, Ushil al-Fiqh, Juz II, h.

9r7.
'n'Abi Isbaq lbrahi- ibn Musa al-Ghamathti Asy-Syathibi, a/- MuwafaqaLli Uslnil,,

Jilid U, Juz Iv, h. I 13.
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mazhab ini, zar't'al adlilah salah satu dari metodologi fikih mereka.ra2 Ibn

Qayyim al-Jauziyah salah seorang pakar dalam mazhab Hambali banyak

mengemukakan persoalan-persoalan fikih yang disclesaikan dengan metode

-, t43zArt aL

Adapun sikap dua mazhab berikutny4 menurut Asy-Syathibi pada

dasamya seluruh mazhab menerima dan menggunakan serta menvepakati

z-arla1 x,bagai salah satu metode dalam ilmu ushiil fikih mereka masing-

masing. Perso:rlannya hanya adanya sedikit perbedaan dalam

mengoperasionalkan zari'at pada persoalan-persoatan tertentu.le Artinya,

yang menggunakan zarl'al tidak hanya mazhab Maliki dan Hambali, tetapi

mazhab Hanafi dan Syaf i pun juga menggunakan mazhab tersebut.laj

b. Antara Badan Amil Zakat dengan Z-arfa7

Salah satu metode yang tidak sedikit memberikan kontribusi dalam

penggalian hukum [zshr7l fikih] adalah zarT'a!. krl'a! diartikan sebagai

"suatu jalan (wasilah)...sebagai sebab (untuk menuju) kepada sesuatu. "ra6

Dalam pandangan pakar ush l fikih grl'al diartikan sebagai "suatu jalan

yang dengannya dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lainnya" atau

"apa-apa yang menjadi perantara (wasilah) dan jalan kepada sesuatu." 
la7

"7 Abiu zahrah, lbn H anbdl, h. 244.
rartbn al-Qayyim Al-Jauziyah, !'lAn al-MuwaqqiTt'an Rabb al-'Alamiq lilid U,

Juz tll, Kairo: DEr al-Hadis,2002, h. I19.
f*Abt bheq tbrahim ibn Musa al-Ghamathti Asy-syathibi, al-Muwdfaqal;fi Uslrul,

Jilid ll, Juz tV, h. I 14.

'otwalbah zuSaili Usfu7 alFiqh, Juz II, h. 917.
t*Ibn Manzhtr, Muhammad ibn Mulsim, Tth. Lisaz al:Arab, lllid vtu' Beirut

Dar ash-Shadir, h. 93.

't'wa6bah zulaili t/sftfl alFiqh, Iuz II, h. 902.



102

Kaitannya dengan Badan /,:rr,il Z,akat adalah apabila prosedur kerja

trari'a1ini dilihat secara baik, maka keberadaan Badan Amil Zakat ini dapat

dikatakan sebagai media atau perantara yang dapat mengantarkan kepada

tujuan. Jelasirla, Badan Amil Zakat tampak relevan dengan rnetode Zari'a!.

Relevansi ini dapat dilihat dari adanya kesamaan ontologi di antara

keduanya sebagai medi4 perantara, jalan atau pun wasilah yang dapat

menganiarkan kepada tujuan yang telah <iirencanakan.

b. Badan Amil Zrikst dslim Dtlr Kemungkinxn

Para pakar whill frkih memandang metode larl'a1[media, perantara,

jalan atau wasilahl dapat mengantarkan kepada tujuan yang b€rbentuk

kemaslahatan dan dapat pula mengantarkan kepada tujuan yang berbentuk

krmudaratan.ra8 Oleh karcna iw 2afi'al akhirnya memiliki dua kemungkinan.

!ri'a1 yang mengantarkan kepada kemaslahatan harus dibuka [/atft].

Sebaliknya apabila mengantar'kan kepada kemudaratan maka harus ditutup

lsaddf.tae

Z)rt'a! yang mengantarkan kepada kemudaratan dalam arti haram,

strtus hukumnya diharamkan, sementara Tari'a1 yar.g mengantarkan kepada

kemaslahatan dalam arti halal, mubafu atau wajib, maka status hukumnya

p'rn halal, mubafi atau wajib.rso Terkait dengan wajib ini, paru paktr ush l

fi'<ih merumuskan zari'a1ke dalarn kaidah sebagaimana yang tertulis berikut

ini :

tn'Zaidan, Abdul Ku7m, al-tl'ofrz fi L.lshnl al-Fiqh, Beirut-Lebanon: Mu'assssa! ar'
R'salal 1998, ir. 245.

't Husain Mrhammd Ma/,lah, Al-Fdava: Nasy'artha, lruzll,h.53l.
t'Abu zahratr, Ush l al-Fiqh,h.228.
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""=a$jnlr;O'Al';
"Sesuatu [ibadah atau mu'anralat-] yang wajib tidak sempuma
kecuali dengannya [z_m|'a!J, maka melaksanakantrya [Var't'a!J adalah
waiih."

Itulah kemungkirran-kemungkinan yang dimaksudkan dalam metode

Zdrt'at Intinyr apabila ingin mengetahui kemungkinan-ketr,ll'll9kinatl. zari'at_

irii, para pengkaji hkih mesti melihat tujuan yang telah direncanakan sebagai

urget pencapaian, proses pelaksanaan varlaltetsebut dan hasil Lnatijall dari

pelaksanaan larl'a1. Ketiga macam ini mesti dilihat sebagai satu kesatuan

yang ifltegratif. Apabila melalui analisa-prediksi yang kuat telah dapat

diketahui bahwa tujuan dari suatu tindakan berbuah lutijalf kemaslahatan

atau baru diketahui setelah adanya hasil [natijal], /F:.aka pelaksanaan zat'l'a!

mesti (libuka secara luas dan panjang lebar. Namun apabila sebaliknya,

pelaksanaan zarital mesti ditutup serapat-rapatnya. Di antara para pakar

tuhfrl fikih mengatakan bahwa zarl'al yang mesti dibuka disebut sebagai

fatb az--Zatl'a!, dan Zart'a! yang mesti ditutup disebut sebagai sadd o1'

zart aI-

Apabila tujuarL proses dan hasil hadimya Badan Amil Zakat

bertujuan untuk mewujudkan suatu kebaikan, maka proses pelaksanaannya

pun m:sti baik sehingga hasil lnatljal yang diperoleh tidak cacat hanya

disebat,kan oleh segelintir tindakan yang bertentangan dengari motal sosial

ts'Abi Hemid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazalt, ol-
Mustdshfd, h. 57. l-ihat pula dalam AbT al-Hasan 'al6 ad-Din 'ali ibn Abbes lbn Liham al-
Ba'li al-qombali, ql-Oav)aid wa al-Fawdid al-Llshiliyal wama fala'allaqu biha ,nin al'
Ahtam cl-Far'iy.rl, Beirut-Libanon: Dar al-Kutb al-'llmiya!- 2001. h. 81.

tttAbi Ishaq lbrahim ibn M[sa al-Ghamnthi asy-syathibi. ol-Muwdfoqallli Ushnl.
Jilid l, J z. IV, h. I I l.
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dan agama. Apabila ketiga unsur itu dapat berjalan secara imbang, tentunya

Badan Amil Zakat mesti dibuka secara luas dan panjang lebar Wb az-

zari'ai ata,t dibolehkan, bahkan karena pengentasan kemiskinan berkaitan

dengan persoalan kehidupan primer masyarakat secara universal, maka

kehadiran Badan Amil Zakat wajib diperhatikan.

Sebalikny4 Badan Amil Zakat hadir b€rtujuan bukan untuk

menegakkan kebaikan universal atau tujuan asal untuk menegakkan

kebaikan univers{tl fndtljat) nainun berakibat menimbulkan kemudaratan

terhadap pihak lain, seperti tidak dikelolanya Badan Ami Zakat dengan baik

dan dengan manajemen yang berkualitas serta integritas keislaman yang kuat

atau bahkan tidak sampainya harta zakat kepada para mustahik sscara tepat,

maka Badan Amil Zakat ini mesti ditutup secara rapal lsadd @.:Zari'a!l atau

tidak dibolel*an bahkan diharamkan. Sampai di sini, sebagaimana yang

berlaku pada Tari'a1. beiaku pula dalam Badan Ami Zakat yang sama

memiliki dua kemungkinan. Agar terhindar dari kemungkinan kedua,

tentunya para pengurus mesti meluruskan tujuan atau niat serta tindakan

yang benar sehingga hasil lnafijatl dibentuknya Badan Ami Zakat ini dapat

menimbulkarr dan membawa kemaslahatan atau kebaikan untuk masyarakat

lslam..4min.





BAB V

PENUTUP

A. X ximpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

l. Gaji atau bagian amil dalam mengelola zakat di Badan Amil Zakat

(BAZ) Kota Palangka Raya secara keseluruhan sebanyak 12% bark

yang diperoleh melalui harta zakat yang dikumpulkan atau pun dari

dana bantuan operasional dari pemerintah Kota. Peneapan pembagiart

hak tersebut adalah untuk Unit Pengumpul Zakat (JPZ) diberikan hak

amiinya sebesar 6 % dan jumlah yang mereka kumpulkan dan untuk

pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) yang lain sebesar 6%o dari dana

bantuan opertsional yang diberikan pemerintah.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pembagian hak untuk amil adalah

masih kurangnya dana Zakat,Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul

dan lambatnya pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah.

B. Saran

Beranjak dari kesimpulan di atas, dalam bahasan selanjutnya ini ada

beberapa hal yang menjadi saran yaitu sebagai berikut :

l. Disarankan l..epada para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) bahwa

pembagian grji atau bagian amil tersebut hanya diberikan kepada amil-

amil yang momang bertugas dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan

Badar, Amil :,.akat (BAZ) Kota Palangka Raya itu sendiri.
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2. Disarankan kepada para pengurus Badan Amil Zakal (8.\Z) untuk lebih

mcningkatkan etos kerjanya dan lebih banyak mensosialisasikan fungsi

B: don Amil Zakat @AZ) kepada masyarakat Islam secara luas serta

tidak menJalahgunakan uang zakat tersebut untuk kepentingan pribadi.

Justru sebaliknya mendistribusikan harta ters€but kepada para mustahik

secara tepat, benar dan secara objektif.
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PEDOMANWAWAIICARA

DENGAN SUBJEK PEIYELTTIAN

Nama / Inisial
Pekerjaan
Alamat

I . Siapa yang berhak meqjadi petugas dalam Badan Amil Zalat (BAZ);

2. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Zakat (BAZ)i

3. Bagaimana manajemen kerja Ba&n Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola

harla z*at;
4. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor: 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat;

5. Bagaimana Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat mengatur tentang bantuan biaya operasional dan gaj i pengelolaan zakat

kepada para amil sebagai pengelola zakat;

6. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakal yurg

diterima oleh para amil;

7. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat ini;

8. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaj i

pengelolaan zakat kepada para amil:

9. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagiarr tersebut

10. Bagaimana menurut penilaian amil .;endiri tentang pengaturan bantuan biaya

operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima;

ll. Prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk cairnya biaya operasional

pengelolaan zakat dan gaji tersebut;

12. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional

pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;

13. Apakah pemah terjadi sengketa antar pr:ngelola dalam BAZ yang berkaitan

dengan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yarrg diterima;



14. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan pembagian

bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat kepada para amil;

15. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian

bantuan biaya operasional dan gaji pengelola' n zakat kepada para amil;



PEDOMAN OBSERVASI

TERHADAP SIjBJEK PENELITIAN

Nama / Inisial
Pekerjaan
Alamat

Melalui teknik observasi, penulis mengadakan pengamatan terhadap

beberapa persoalan sebagai berikut :

l. Hal-hal apa saja yang menjadi tugas Badan Amil Z,akat (BAZ);

2. Bagaimana manajemen kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola

harta zakat;

3. Bagaimana pelaksanaan undang-Undang RI Nomor: 38 Tahun 1999 tenr4ng

pengelolaan zakat;

4. Seberapa besar bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakat yang

diterima oleh para amil;

5. Siapa yang memberikan bantuan biaya operasional pengelolaan zakat ini;

6. Bagaimana penerapan pembagian bantuan biaya operasional dan gaji

pengelolaan zakat kepada para amil;

7. Bagaimana cara penghitungan masing-masing pembagian tersebut

8. Apakah ada kasus penyimpangan dana bantuan biaya operasional

pengelolaan zakat dan gaji yang mesti diterima para amil;

9. Apakah pemah terjadi sengketa antar pengelola dalam BAZ yang berkaitan

dengan biaya operasional pengelolaan z*at dan gaj i yang diterima;

10. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalarn penerapan pembagian

bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zakrt kepada para r.mil;

I l. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian

bantuan biaya operasional dan gaji pengelolaan zak,rt kepada para amil;



PEDOMANDOKTJMENTASI

Data{ata yang dikumpulkan melalui teknik ini adalah sebagai berikut :

l. Gambaran Umum Lokasi penelitian;

2. Data identitas subjek penelitian yang mencakup:

a. Nama/inisial subjekpenelitian;

b. Usia subjek Penelitian;

c. Pekerjaan subjeL Penelitian

d. Bidang tugas subjek dalam BAZ

e. Masa tugas subjek Penelitian dalam BAZ.



Nama lrngkap

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Status

Alamat Sekarang

Pendidikan

I{ama Orang tua

Ayah

Ibu

CURRICTJLIJM VITAE

MTIAMMARMA'RUF

Palangka Raya" 13 Maret 1982

Laki-Laki

Belum Kawin

Jl. Rajawali No.036 RT.0l RW. XXIII

Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota

Palangka Raya Kalimantan Tengah

- TK Aisyiah Palangka Raya 1987

- MIN Pahandut Kota Palangka Raya 1993

- MTsN I Palangka Raya 1996

- MAN I Martapura 2000

: Drs. H. Baktian Noor, SE

: Hj. Rusliany, SE

Palangka Raya. Juni 2009

MUAMMA:I MA'RUF
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PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPST MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PALANGKA RAYA

Jl.G.Obo6 Kompl.k Isl.rDic CGrt.. Tlp, (0536) 3239!A7B2XXS6 gtr.1222l05 PdroSL. R.yr 731l2

SUPAT KETEAANGAN
No: 29 /PAN-SPSM/SG/III/2009

Panitia Seminar Proposal Skipsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Palangka Ray4 menerangkan bahwa :

Nama

NIM

Jurusan / Prodi

Judul Proposal

MUAMARMA'RUF

020 2ll 0190

SYARIAH/AHS

PENERAPAN UU RI NO. 38 TAHI.]N 1999 PASAL 23

TENTANG BTAYA OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT DI

BAZ KOTA PALANGKA RAYA

ANWAR.\4.Si

Telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal l0 Maret 2009 di Ruang

Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggap Utama : SITI ZAINAB,MA Moderator :

DWI PUTRI M.K.S.IP dan dinyatakan lulus dapat diterima sebagai syarat penyelesaian

skripsi.

Palangka Ray4 13 Maret 2009

PANI'fIA

s,

ASMAW

i}AIVITIA SEM!N
FRCPOSAL SKRIPSI MAH

FJTLANGKA RAYA

WAa,

l &ffiu

NIP. 150 292 523

'&:it

NIP. t 50 31 I 460



DEPARTEAAEN A6AAAA
SEKOLAH TI {6GI AOATAA ISLAAA NEoERI

(srA :N) PALANoKA RAyA

'lhnut I C. Oh6 lionpte* tslanic Centre Tetp. I j36) jg1J7, 263s6, 2lJ3s lta\ 22t0s ?otans*araru 731t2

Nomor
Lampiran

Perihal

sti.15.BIIL.00/ E 34 /2009
1 (Satu) Proposal.
Mohon liin Observasi lPenelitian.

Kepada

Yth. Penyelenggara Badan,\mil Zakat Kota palangka Raya

di-
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 29Maret 2009

Muammar Ma'ruf
0202110190
Syariah / AHS
Sbata 1 (S.1)

BAZ Kota Palangka Raya
, PENERAPAN UU RI N0.38 TAHUN 1999 PASAL
23 TENTANG BANTUAN BIAYA OPERASIONAL
PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAKA AMIL MENDAPATAKAN GAJI DI
BAZ KOTA PALANGKA RAYA "

Penelitian Kualitatrf lapangan, Kualitatif Deskritif,
teknik pengunJpulan data dan teknik wawancara,
observasi fir/ dokumentasi, afialisis menggunakan
reduction,disilay, conclusion dan verilikasi

2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Marel s/d
30 Mei 2009.

Ketu

.I.
KAR HM M

. 150 213 517.

Sehubungan dengan salah satu lugas mahasiswa untuk mengakhiri studi
pada Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri (STATN) palangka Rdya adatah
membual Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan
memberikan lzin Peneltlian Lapangan kepada:

Nama
Nllvl
Jurusan/Prodi
Jenjang
Lokasi Penelitian

Judul Skripsi

lvletode

Waktu Pelaksanaan

Sebagai bahan pertimbangan terlampir proposal penelitan, demikian
atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

v

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Patangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.

SfNN Pala,,rka Raya/MtKwMtiin penetitiartllls



DOPARTEMEN AGAMA
KANTOF KOTA PALANGKARAYA

Jalan AIS Nasution I O Box 40 a (0536 \ 3221968 Palangka Raya 731 I I

-----

Berdasarkan surat Ketua Sekolah Tinggi Agama [slam Negeri (STAIN) Palangka Raya
nomor : Sti.l5.8/TL.00/834/2009 tanggal 28 ,Vlaret 2009 perihal mohon rjin
observasi/penelitian, dengan ini Kepa la Kantor Dep.demen Agama Kota Palangka Raya
memberikan rekomendasi kepada :

Nama
NIM

Jurusan / Prodi

Jenjang

Lokasi Penelitian

Judul Skipsi

Metode

Waktu Pelaksanaan

: Mugmmar Matruf

: 0202110190

: Syariah / AHS

:Strata- I (S-l)

: BAZ Kota Palangka Raya

: Pen*apan UU N No.38 Tahun 1999 Pasal 23 tentang Barrtuan

Birya Operasional Pengelolaan hkot dan Hubtmgannya dengan

Haka Amil fit{endapatkan Gaji di BAZ Kora Palanglca Raya

: Observasi, wlwzlncar4 dan dokumentasi

: 2 ( dua ) bulan, terhitung sejak talggal I April s.d. 1 Juni 2009

Untuk mengadakan Penelitian dengan ketentuan :

l. Segera melap^rkan dti kepade Kepala Madrasah yang bersangkutan
2. Selama melaksanakan Penelitian tidak mengganggu Proses Belajar Mengajar ( PBM )
3. Setelah selesai melaksanakan Penelitian agar melaporkan hasilnya secara terhrlis ke

Kantor Departemen Agama Kota Palangta Raya Cq. Kasi Mapendais.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimaaa mestinya.

Arsyad
225 552

Tembrsan :
l. Kakanwil Depag Prop. Kalteng Up. Kabid Mapendais di Palangka Raya;
2. Ketua STAIN Palangka R.aya di Palangka Raya;
3. BAZ Kota Palangka Raya di Palangka Raya.

Drs.
/

REKOM E NDASI
Nomor : Kd.l 5.06 14/ PP.00.9 brr I 2009

Dikeluarkan di: Palangka Raya


